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PENDAHULUA

udul Naskah Akademxk Rancangan Peraturan Daerah (Raper !
tentang Pemberdayaan Usaha Mlkro

B. Latar Belakang
“-"Pengembangan ekonoml lokal ‘menurut Bank duma adalah sebaga1
Proses”:‘dz mana para peIaku pembangunan bekerja secara kolektrf dengan
mttr‘a: darz sektor publzk swasta dan non pemermtah untuk menczptakan
kondzsr Ieblh bark bagz pertumbuhan elconomz dan kesempatan ker]a Melalw
pfoses zm mereka membentuk dan memelzhara suatu zklzm usaha yang

dmamts menmgkatkan kemakmuran ekonoml dan kualttas htdup:" eluruh

merangsang pertumbuhan keglatan cko # ;ml (Mafmhah 2010)
3 Salah satu keunggulan;‘ | terbesar dan Usaha Mlkro i Kec11 dan
.":'Menengah (UMKM) adalah kemauan mereka untuk mempeljuangkan usﬁha
ang . dlmlllkl mlsalnya ketlka usaha skala besar mamh terus merengek
r!dcngan tmgkat bunga bank sebesar 12% per tahun Usaha Mlkro Kecxl dan‘
Menengah (UMKM) tetap dapat bcrtahan dengan tmgkat bunga 4%/bulan
tau hampxr 48 % per tahun dalam Jeratan lmtah darat E
| :_ sus’ ekonom1 menunjukkan: ‘ bahwa dari 22 727.44’1‘
: usaha/perusahaa': 1 ‘d1 iIndonesxa 12 8 Juta pe, sahaan atau 56 5% berusaha
pada loka51 yang I;ermanen dan 9 9 ]uta befusaha pada 1 kasx tldak permanen
'kh'ususnya dllakukan oI h usaha‘m'kro ké' il),




»e-LOkaS‘ tidak Permanen mlsav ya usaha kehhng, usaha kakx hma,f
usaha }’ang menggunakan fasum (trotoar Ja!an taman pmgg:r reI kcreta ap1
Bantaran sungai, d‘bawah Jembatan Ia)'ang) Namun hal tidak
,_:mempengaruhl bahwa secara nyata mcreka mampu menggerakkan roda..-,

cukup besar bag1

7: _ pertumbuhan ekonmm naswna

kuncl utama keberhasﬂan Usaha Mlkro Kecxl da.n Menengah (UMKM)
' ’dalam bertahan menghadapl berbagal kl‘lSIS adalah karena karaktenstlk Usaha | ;vi_
3 Mxkro Kecﬂ dan Menengah (UMKM) yang cenderung berblaya rendah B
:Selam 1tu letak dan produk Usaha Mxkro Kecﬁ dan Menengah (UMKM)

f”:Mlkro }Kecﬂ dan Menengah (UMKM) dapat tumbuh leblh cepat dan
mcmbenkan sumbangan yang 51g111ﬁkan terhadap PDRB apablla kelemahan—
. kelemahan yang dlmxhkmya blsa dlhllangka.n atau dlehmlmr sekccﬂ :

:. vmungkln Beberapa kelemahan darl ‘usaha ‘mikro kecﬂ dan menengah -

Kurangnya akses pennodalan dan kredi

Bank Indonesna ~melahn Dlv"i‘_ Pemberdayaan Kelom D M

(PKM) telah membcnkan banyél-cl kesempatan bag1 Usaha lekro Kecnl 5

dah Menengah (UMKM) untuk menambah kemampuan modalnya dalam
o Wu]ud kredlt murah namun sampoa1 saat 1n1 masm sangat Sedlklt Usaha

Mlkro Kecll dan Menengah (UMKM) yang mampu membuat dmnyaf:_;f

menjadl bankable Hal ini dlsebabkan oleh belum tenatanya manajemen




Kurangnya penyuluhan dan ahh tehnologl
Kondnsn sumber daya manus:a d1 Usaha Mlkl‘O :
(UMKM) yang ma51h terbatas menyebabkan mereka kurang mampu untuk
menenma allh tehnologl dengan memanfaatkan berbagax macam tehn' logrf';
2 tepat guna yang saat mt banyak dlkembangkan di perguman' t1ngg1
3. Mlmmnya dcsam dan standansa51 produk |
;;[Kurangnya pengertlan mengenal kuahtas menyebabkan pengusaha dalam
: ~Usaha Mlkro Kec:tl dan Menengah (UMKM) cenderung tldak responsf |
ferhadap berbagal macam pemngkatan desam dan mutu produk dx 5151 Iam:? :
standansasn terhadap produk Juga “'vdak pemah dﬂakukan sehmgga akan
mefugnkan aspek pemasarannya
: Pembukaan akses pemasaran balk dalam maupun luar negen

Pembukaan akses ar}bagl usaha nnkro kecll dan_menengah ukanlah

Nasxonal (RPJPN) 2005 - 20 Selanjutnya pen_]abaran rencana Jangl‘c”
enengah harus dlsusun dengan landasan berplklr bahwa pcmberda aan
operasi dan Useha Mikro, Keeil dan Menengah (UMKM) merupakan upay:

(rategis yang berkesinambungan di tingkat nasional maupun di tingkat




" daerah. Progrdiﬁ " jahgka menengah seperti ”yang' akan }di‘j“abarkah" dalam
O ”,._"__«dalam setlaplmgkup - S
L ' Pada tataran makro Rencana. Pembangunan Jangka Mencngah o

‘ usaha  yang dxperlukan dalam v fangka penmgkatan daya-samg',? -
(comperztzvoness) kopera51 dan Usaha Mlkro Kecil dan Mencngah (UMKM)

L 1

| o Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasmnal (RPJMN) 2010—2014
- o hendaknya mencermmkan strategx pemberdayaan koperam dan UMl\M’J;' o

o ;.v,:bi_fNaslonal (RPJMN) 2010-2014 harus mcmuat kebljakan pcrbalk'm lingkungan : IR

Dalam hal ini tantangan untuk hma tahun ke depan antara fain

| persalngan nsaha yang makm ketat bxaya transak51 yang makm tmggl serta . |
v .f,,:’semakm mahalnya sumberdaYa yang dlperlukan oleh koperas1 dan Usaha'»:ivv‘: RS
o - Mikro, Kecil dan Menengah(UMKM) Pada tataran meso dokumen rencana» P
) _;angka menengah harus memuat upaya penmgkatan akses koperas1 dan Usaha E
- Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap sumberdaya produktlf guna L

' ':‘»‘?_‘menmgkatkaﬂ kesehatan dan perluasan usaha mereka. . : SR
R Prinsip — pnnSIp pengembangan kopera51 dan Usaha Mrkro Kecxl
'*Zi.*"’danMenengah(Ul\/[KM) adalahsebagatbenkut B

1 Perluasan basns usaha dan penumbuhan wxrausaha baru berkeunggulan

pokok yang dllaksanakan untuk mencapal tuj uan ini adalah

dengan adopsx teknolog1

A kemudaan dalam pengelolaan usaha

» Menengah(UMKM) dalam proses mdustnahsasx

T d mengmtegrasnkan pengembangan usaha di tmgkat rcglonal T
:-"”f e ‘ ' - 2 Penguatan kelembagaan koperasx dan Usaha Mlkro KCCll dan Menengah e )
5 - o (UMKM), yang dilaksanakan dcngan strategi: - o o
o N i a. perluasan akses kepada sumber permodalan terutama perbankan
S ij;_';‘v'i 3 1 b, memperbalkl lmgkungan usaha dan prosedur pen_]man v N

| 5-’:*‘» untuk mcndorong pertumbuhan dan pencxptaan lapangan kerja Strategx TR
a memngkatkan perpaduan antara tcnaga kcqa terdldlk dan terampxl e -
'31-7“5?”b pendekatan klaster dtsektor agnblsms dan agromdustn yang dxserteu S

o ‘ c mengembangkan peran koperas1 dan Usaha M1kro Kecxl dan”f‘; et Ty



c memperluas dan memngkatkan kualltas mst1tusx pendukung non- .
ﬁnansml | L 2 3 :

e : untuk berperan sebagal sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan

N L masyarakat }'ang berpenghasnlan rendah

1 S

S ,impor yang me!emahkan ketahanan ekonoml rakyat secara keseluruhan |
| Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara'
-Repubhk Indonesm Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Perekonomlan’

dxsusun sebagal usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan HaI ll’llv‘v |

- . 3 .’~_Pcngembangan kopera51 dan Usaha Mxkro KCCII dan Menengah (UMKM) oL

- :;'».lapangan keqa, dan pemngkatan daya-samg Khusus bagi. usaha skala‘;“ o L
. - mlkro pcngembangan d:arahkan untuk pemnbkatan pendapatan ke]ompok R

.Pengembangan kopera31 dan Usaha Mxkro Kecﬂ dan Mencngah (UMKM) | .
»-:’f?"-_:{,Sebagal Pen}’edla barang dan jasa di Pasar domestlk Strategi ini Sangat": e
pentmg agar masyarakat banyak tidak tergantung kepada produk-produk .

mengmdxkamkan bahwa kopera51 merupakan soko guru perekonomlan yangf‘} R

. ‘harus selalu d1dukung dan mkembangkan

s sccara Iua.s kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proscs pemerataan -

L | dan berperan dalam mewujudkan stablhtas nas:onal G e D
: Selam 1tu, Usaha Mlkro Kec:l dan Menengah (UMKM) adalah salahv’}"

w0

LTI

Berdasarkan Undang~Undang Nomor 20 tahun 2008 menyebutkan»-v i
‘bahwa Usaha MlkI'O Kecxl dan Menengah merupakan kegtatan usaha yang e

mampu memperluas lapangan kerja dan memberlkan pelayanan ekonom; o St
' "dan penmgkatan pcndapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonom1 IR
o o satu pxlar utama ekonomx nasmnal yang harus memperoleh kesempatanf_:- T

S utama, dukungan perlmdungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagax"’*} -
o -wujud keberplhakan yang tegas kepada ke‘ompok usaha ekonom1 rakyat

Ly tanpa mengabaxkan peranan usaha besar dan Badan Usaha Mnhk Negara-"-yf‘,.:v e

B Mesklpun Usaha Mlkro Kecnl dan Menengah (UMKM) telah' o
: menunjukkan peranannya dalam perekonomlan nasmnal namun masm A

‘menghadapl berbagax hambatan dan kenda]a balk yang berSIfat mtemal " L




@

"y

¥ AN

ey

EE é-lﬂ"fmelengkap .

pennasalahan antara lam

: "{’maupun ekstemal Berdasarkan data yang dnperoleh dan hasnl I" “ocus Group |
. f;‘.:_lescusszon (FGD) Secara spe51ﬁk permasalahan Usaha Mxkro Kecll dan
_'E_Menengah (UMKM) dl Kabupaten Karanganyar mehputl B

Kesulitan akses terhadap permodalan pasar teknolog1 dan mformasn
Ketatnya pcrsamgan dan terbatasnya dlver51ﬁka51 produk

Belum optxmalnya kualitas, produktwntas dan daya samg produk

. vKura.ngnya pemahaman terhadap akscs perbankan |

Rendahnya kuahtas sumber daya manusxa

Perbedaan kepentmgan pelaku usaha,

v Belum optlmalnya fung51 kelembagaan :

o ,K._Pemerlntah Daerah Duma Usaha dan masyarakat secara menyeluruh L

S »»_”smergls dan berkesmambungan el

Dalam memberdayakan Usaha Mlkro chﬂ dan Menengah (UMKM) | .

'é‘:'seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaltan dengan Usaha MlkI'O :}’:‘ o
= Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan suatu kesatuan yang salmg;

Berdasarkan uralan tcrsebut di atas Dewan Perwakllan Rakyat Daerah' ‘

_';v_‘h(DPRD) Kabupaten Karanganyar benms1at1f untuk menyusun kebuakan?‘115‘:;.{‘:5;'.»" et

E :vdaerah yang mengatur dan mengelola penataan pemberdayaan :1 _' v
' f'fpengembangan, penjamman kemltraan pengendahan pengawasan msentlf REEEE S
‘ "prom031 ‘usaha yang berkaltan dengan Usaha - Mikro sebaga1 upaya '
| ;‘lﬁmenumbuhkan dan memberdayakan Usaha Mlkro di w1layah Kabupaten R o

. ‘Karanganyar

C Identxfikasn Masalah L : o T S
Berdasarkan latar belakang tersebut dlatas dapat' Qim@uskan e

i Sebagal upaya untuk memngkatkan kemampuan dan Peran Sena
. kelembagaan Usaha M1kr0 Kecil dan Menengah (UMKM) “dalam

e 'fi:'i‘::f‘f:vperekonomlan nasxonal maka pemberdayaan tersebut perlu dllaksanakan oleh” . o



1. Permasalahan apa yang d1hadap1 dalam kehldupan bermasyaraka _yang :

.Bagmmana merumuskan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda)‘
tentang Pemberdayaan Usaha Mlkro yang dapat dltenma semua plhak’
yang dapat bermanfaat bagl pelaksanaan Usaha Mlkro di Kabupaten

“J!l_?ﬂfda!!fKeanaanK.eg-at.a,n, Penyusunan Naskah;Aifademlk

Kabupaten Karanganyar
Menylapkan draft rancangan peratur n daerah (raperda) tentang‘ ]
pcmberdayaan usaha mlkro d1 Kabupaten Karanganyar "




ay

2 Tujuan Keglatan e

Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha M1kro di .

Tujuan Keg1atan Penyusunan Naskah Akademtk Rancangan'

Kabupaten Karanganyar adalah untuk

Merumuskan pennasalahan—pennasalahan yang bcrkaltan dcngan
- usaha mlkro yang dlhadapl dalam keh:dupan bcrmasyarak'lt

berbangsa dan bemegara d1 daerah serta cara-cara yang dxterapkan : S

untuk - mcngata51 permasalahan yang tegadt dx» Kabnpaten '5,},;.?

'Karanganyar ‘ L R B :
Menylapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) - : ’

, .tentang Pemberdayaan Usaha Mlkro yang komprehensrf dan dapat T
dlpertanggm lg]awabkan secara ﬁlosoﬁs Yurldls dan SOSlOlOng ) :ffﬁf“:ﬂ. o

: ' sehmgga peraturan daerah yang akan dlber]akukan dapat efeknf dan |

SR v pengaturan Jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan o
- Peraturan Dacrah (Rapcrda) tentang Pemberdayaan Usaha Mlkro dl’ a} o

.eﬁswn serta dltcrlma masyarakat R . - |
. Merumuskan pertlmbangan atau landasan f Iosoﬁs soswlogls yundls.
N pcmbentukan Rancangan Peraturan Daerzh tentang Pemberdayaan o
o Usaha Mlkro dl Kabupaten Karanganyar ) CoTae

. Merumuskan sasaran yang akan dlwu_]udkan, ruang lmgkup '

Kabupaten Karanganyar _; TR

e ,Merumuskan Naskah Akademik Rancangan Pcraturan Daerah o
G (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang k0mprehen51f , G
dengan memperhankan permasa]ahan-pennasalahan yang dlhadaplv o

beserta solusmya

‘. ' ‘Menghasﬂkan dokumen Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) -4 ;
| tentang Pemberdayaan Usaha Mikro yang asplratlf dan part1s1pat1f A
serta sesual dengan kaldah-kaldah pembentukan peraturan daerah di

v Kabupaten Karanganyar




3_}:KegunaanaKeg1atan e v -
}':f‘Adapun Kegunaan Penyusunan Naskathkademxk' Rancangan Peraturan
Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mllcro di Kabupaten
.'.:Karanganyar adalah
Dlharapkan dapat membenkan Jamman rasa keadllan dan kepastnan
. '_vf‘_hukum dalam hal pengaturan dan penataan Usaha_ Mlkro dl Kabupaten
VK‘aranganyar - . EETRI
ti:-Dlharapkan dapat membenkan arah bag1 terselenggaranya penataan
"}_3:{'_ dan pembmaan Usaha M1kro d1 Kabupaten Karanganyar yang baxk
v ’f_dengan prms1p demokratls transparan akuntabel efeknf dan eﬁsxen
Dlharapkan dapat membenkan kerangka pennklran dalam'
} menuangkan maten-maten muatan dalam penyusunan Rancangan

etode Penyusunan Naskah Akademlk
L }Loka31 Ka_uan
Keglatan penyusunan naskah akademlk rancangan_ peraturan daerah
tentang Pemberdayaan Usaha Mlkro dnlakukan di Kabubaten Karangany
o Rﬁang ngkup - ,’
»Naskah' akadenuk dlgunakan -sebagai . dasar “untuk menyusun
ancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mlkro Ruang
1ﬁgkup yang duadtkan sebagal obyek Studl mehputl semua unsur/elcmen

yang berkepentmgan dalam penataan'dan P ‘bmaana' Usaha M1kro : di

""akadexmkv Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan
Usaha Mlkro terdm dan metode pendekatan yundls normatlf maupun
yuhdls empms dengan menggunkan data sekunder maupun data pnmer
L Metode pendekatan yurzdzs normatzf dllakukan melalm studi
pustaka : ya1tu pengumpulan data-data sekunder dan berbagal dokurnén
. yahg bcrkaltan dengan Usaha Mtkro Data yang dlpergunakan da]a’




wr

_ka_uan '

kajxan ini menggunakan data sekunder Data sekunder dlperoleh melalux PR
o 'v:__":'studl kepustakaan : IR - _ |
Lo Dalam melengkapl data sekunder dan sisi. hukum SOSlO]Ogls
oo 'f'-.:}‘"ﬁlsafat ekonomx dan sosml budaya, maka dtambll dasar hukum maupun .
f’vpcraturan-peraturan perundang-undangan yang mempunya1 keterkaxtan
l‘denganUsahaMlkro - PR | N |
Untuk memperoleh data dﬁakukan dengan usaha stud1 dokumen
v'"::vvvatau studx pustaka yang mehputl usaha-usaha pengumpulan data dengan o |
cara mengunjungl perpustakan-perpustakaan membaca mengkajl dan '} i
'2 »-fﬁ,’mempelajan bahan pustaka yang mempunyax kaltan erat dengan pokok |
v.'}vpermasalahan Selanjutnya data yang dlperoleh dledlt dndentlf kasi - :
secara khusus _objektif dan mstematts dtklanﬁkasdcan  disajikan dan

Y selanjumya dlanallsw Ieblh lanjut sesua1 dengan tujuan dan pennasalahan .

_ data prlmer sebagat penunjang dan untuk mengkonfirma81 data sekunderg R o
o : _:Tyang dlperolch dengan mengadakan Jocus group d:scusszon, publzc ;‘-:,f e
a hearmg, kunjungan ke!]a, dan konsulta51 ke 1nstansx terkait bersama para
Pemangku kcpentmgan terutama Yang men)’angkut dalam hal Usaha -'fr?i-

- Mikro. -

F Slstematlka Penullsan Naskah Akademxk '

Penyusunan Naskah Akademtk Rancangan Peraturan Daerahv"v:

(Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha MlkI'O dISLlSlm dengan 51stemat1ka -f o .

. ;}. -

sebagax benkut

fl_.yBABI B PENDAHULUAN T S

o T "Pendahuluan memuat Judul latar ‘be"lakang;““ e
E “"; maksud tujuan target dan sasaran keglatan
o -, manfaat keglatan 1dent1ﬁka51 masalah metode ,: JRE

o . penyusunan | naskah akademxlq ; sxstematlka,;f;}

penuhsan naskah akademlk

Metode pendekatan yurzdts emp:rzs dllakukan dengan menelaah SR




KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

Bab 1m memuat uralan mengenal maten yang

C. Ka_uan ’ vTerhadap Praktek Penyelenggaraan
Kond:s: _v Yang Ada Serta Permasalahan Yang

' .",.:Kajlaanerhadap Imphkast Penerapan Slstem

;Yang Akan Dlatur dalam Rancangan Peraturan




 BABIV - :

. MKRO L R
" Bab ini memuat hasﬂ kapan terhadap peraturan |
Perundang-undangan terka;t yang memuat kondisi - o -
hukum yang ada, keterkaltan undang-undang dan?'_' R
‘Peraturan Daerah baru dcngan | Peraturan .
:.E,;‘Perundang-undangan Iam harmomsa51 secara
’—ﬁ'j;vertxkal dan honzontal serta status dari Peraturan o
vPerundang-undangan yang ada, tennasuk Pcraturan RSN
Perundang-undangan yang dlcabut dan dmyatakan SRR R
| ‘tidak berlaku serta Peraturan Pcnmdang-undangan
- yang masm tetap berlaku karena tldak bcrtentangan» AR
- dengan Peraturan Daerah yang, baru khususnya
o berkaltan dengan pengaturan Usaha Mlkro
:Adapun peraturan perundang—undangan yang ‘:f : .
":v“'»‘terkalt meliputi: L o o
a. | Undang-Undang Nomor 12' Tahuﬁ " 2011: =

- 3_’tentang Pembcntukan Peraturan Perundang° S

- Undangan.

B fv:,,b‘.'.}_’*.Undang-Undang Nomor 23 Tah“" 2014 *
tentang Pemcrmtahan Dacrah s<=.bagmmf=ma . :
| telah diubah dengan Undan;,-Undﬂﬂg Nomor 2‘, e
v ;'v‘,Tahun 20 15 tentang Pemermtahan Daerah
c k Undang—undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
.‘ ‘staha Mikro, Kec11 dan Menengah (MM) R
d g Peraturan Pemenntan Nomor 17 Tahun 2013 |
tentang Pelaksanaan Undang-Uﬂda“g Nomor SN
20 Tahun 2008 tentang Usaha M:kro Kec1l "

" dan Menengah.

L "VVLANDASAN FILOSOFIS SOSIOLOGIS DAN , e

Landasan f losof' s merupakan pcmmban;,anb




' atau alasan yang menggambaxkan bahwa peraturan
:yang dibentuk mempertunbangkan pandanganj. i
v:hxdup, kesadaran, dan cxta hukum yang. mehputl_ o
g suasana kebatman serta fa]safah bangsa Indonesxa:" S

yang bersumber dan Pancasﬂa dan Pembukaan |

: _-Undang : Undang Dasar Negara Republzk:“ »
o Indonesia. Tahun 1945 yang dxkaltkan denganf" o
-,‘-UsahaMlkro NP f y‘ : __ ' v

Landasan soswlogls merupakan pemmbanganvf S

h "atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan - | _

H vyang dxbentuk untuk memenuhx kebutuhan .

o 'f:masyarakat dalam berbagal aspek kehldupan o .

B - masyarakat Landasan SOSIO]Og]S sesungguhnya.f :'»‘;":35:5v' o

”menyangkut fakta empms mengenal perkembangan A

. ‘masalah dan kebutuhan masyarakat yang berkaltan o '
”dengan UsahaMikio. o

Landasan yundls merupakan pernmbangan‘l_

,,'atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan

yang dibentuk untuk mengataSI pennasalahanu.”;

hukum atau mengxsx kekosongan hukum dengan )

. 'mempemmbangkan aturan yang telah ada, yangv:»-
N »_»akan dmbah atau yang akan d:cabut g,una_ , -
S menjarmn kepastlan hukum dan rasa’ keadllan‘*-,
“‘masyarakat Landasan yund:s menyangkut .
» ) persoalan hukum yang berkaltan dengan substansi B
. pengaturan Usaha Mlkro atau matcn yang dlaturv' " s .

K sehmgga perlu dlbentuk Peraturan Daerah yang

 bam B R
G JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN
RUANG LINGKUP MATERI MUATAN[:_

o 13




A. Jahg‘kauan' dén Arah'P‘engafurén :
B Ruang ngncup Maten Muatan v
C Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang -

e | ’Usaha Mlkl'o yang terdm

oL »Ketentuan Umum

. Matenya“gakandmmr L

) Ketentuan Peralxhan S

2

| 3 Ketentuan Sank51
4
5

. Ketentuan Penutup
PENUTUP o

A Kesmpulan

B Saran :




“vaerdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha
'__,»Mlkro :K‘(".Cl] ‘Menengva‘hﬁ (UMKM) Usaha Mxkro Kecl dan Menengah
vverupakan kegxa usaha yang 'mampu mempervuas Iapangan‘ kega dan
’}embenkan pelayanan ekonomj secara luas kepad“_ maéYarakat _dan dapat
”berpcran dalam proses pemerataan dan pemngkatan pendapatan niaﬂ yérakat
'-"mendorong pertumbuhan ekonorm ~ berperan
stabilitas nasnonal s
Sélam 1tu,staha Mlkro Kecﬂ ' dan}Menengah adalah salah satu pllar
‘utama ekbnomx nasmnal yang harus ﬁiemperoleh kesempatan utama,
-jdukungan, perlml ungan dan pengembangan seluas-luasnya sebaga1 _wuludb
j‘ keberplhakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonorm rakyat tan
' meng ’batkan pcranan Usaha Besar dan Badan Usaha‘Mlllk Ncgafa
: 'Dhlam Undang—Undang Nomor,_ Otahun 2008 'yang d maksud'
'dengan Uéaha Mlkro adalah usaha produktlf mlhk orang peforangan dan/atau
'.'ba:dan usaha perorangan yang memenuhi kntena Usaha Mikro sehagalmana

Pengertlan Usaha : Mlkro erdasarkan “beberapa - pengertian - adalah

;~sebaga1 benkut




Ragam Pengertlan Umum Usaha Mlkro, Kecll dan Menengah

‘ }. .~ Lembaga |  Istilah | ° ° Pengertian Umum
e ~ |BPS | Usaha Mikro Pekelja <5 orang,»termasuk

tenaga kelja keluarga

B O jMenten - Negara Usahal\djlﬁo»-" .’ Aset<Rp 200 Jutadl luartanah L
a o ?KoperasxdanUKM | : danbangunan R
B RN R F o FOR Omset<Rp1MlIar/tahun
1 _ . R -Independen ' ' -
: Bank Indones:a -~ [ Usaha Mikro- Dnjalankan oleh rakyat mlskm :

" (PBI No 7/39/PBI/2005) ’ a atau dekat mlskm bersxfat usaha

keluarga menggunakan sumber o

daya lokal - menerapkan

teknologl sederhana dan mudah

keluar masuk mdustn ‘

BankDunia | Usaha Mikro _ Peker]a<100rang
oo |Aset<$100000
Omset<$ 100 000 per tahun 1

| ~ Sumber : Dwi Prq.sjetyani, 2008 L

s ,‘ : o Sedangkan berdasarkan Undang—Undang Nomor 20 Tahun 2008 o
T 'A»:'?‘EKrltenaUsahaMlkro adalah sebagalbenkut S N SRx

N a Memlhkl kekayaan bersxh palmg banyak Rp50 000 000 00 (hma pu]uhi |

G Juta ruplah) ttdak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau TR
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b Memllllqhasﬂ  penjualan tahunan paling banyak Rp30000000000 (tlga
ratus;uta ruplah) ERa
; leerdasarkan Undang-bndang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM
‘dlsebutkan Prmsxp pemberdayaan Usaha Mlkro chxl dan Menengah
a. _:‘-Penumbuhan kem : dmé.n kebersamaan dan kcmrausahaan Usaha i

: :fMlkro Kecil, dan Menengah untuk berkarya eﬁgan prakarsa sendm

"}Perwujudan kebljakan pubhk yang transparan' akuntabel " dan
berkeadllan
’Pen.gembangan usaha berba51s potens1 daerah dan beronentaszpasar

sesual dengan ompetens1 Usaha M1kro Kecﬂ dan Menengah

dan Menengah (UMKM) dapat dluraxkan sebaga1 benkut e




:,‘.Pengembangan,v_:UMKM | Da]am Prespektlf Naswnal dan PersPeknf
Otonorm Daerah :

i Semng dengan prms1p otononn daerah yang seluas-luasnya

3 dalam masyarakat Dalam meyelenggarakan urusan Pemenntahan”yang
men_]ad: kewenangan dacrah Pemenntah Daerah menjalankan otonom1

yang seluas-luasnya untuk mengatu ‘ 'dan mengurus

Salah satu vwlujud' kewenangan pemermtah daerah yang 'harus
_1lakukan dlantarahya-dengan membuat suatu: kebljakan daerah berupa
ff'peraturan daerah khusus yang mengatur bldang Usaha Mlkro Kecnl dan(
Menengah (UMKM) dengan harapan dapat membenkan pelayanan Usahav
Mlkro Kecxl dan Menengah (UMKM) sesuax dengan kebutuhan Ieblh
epélt dan ef sxen daIam penyelenggaraan dldaerahnya ‘

Sejalan dengan perkcmbangan daIam era globahsam dan tuntutan

dalam}v rangka pelaksanaan otonoml daerah:“:masalah krumal yang Juga




;},:g‘?‘_Ke01l dan Menengah (UMKM), pemenntah telah menetapkan arah o |
* kebijakannya, yaitu: ) | |

L a, Mengembangkan usaha Kecﬂ dan Menengah (UKM) yang dlarahkan L

untuk membenkan kontnbusn yang s:gmt' kan terhadap pertumbuhan:f”

o _ekOnorm penc:ptaan lapangan kel}a dan penmgkatan daya samg,’;-‘f',’f‘\;.'-fv-:-'j e

A . sedangkan pengcmbangan usaha skala mxkro ]eblh dlarahkan untuk _' | L

, S membenkan kontnbusx dalam penmgkatar pendapatan pada kelompok ) i
: | maSYarakat berpendapatan rendah . | . B i

b Mcmperkuat kelembagaan dengan menerapkan pnnstp~prm51p tata co T
,— kepemerintahan yang balk @oad govemance) danberwawasan gender L

= : terutama untuk | L o -

L 'I) memperluas akses kepada sumber permodalan khususnyaf: o

perbankan memperb

o 2) axkx lmgkungan | usaha dan menyederhanakan prosedur’

penjman memperh.as dan memngkatkan kuahtas 1nst1tu51 SRS

pendukung yang menjalankan fungSI mtemed1a51 sebagax penyedla -
Jasa pengembangan usaha teknologl, manajemen pemasaran dan

mforma51

‘ c. Memperluas ba515 dan kesempatan berusaha serta menumbuhkanf

S . wxrausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pcrtumbuhan R
o pemngkatan ekspordanpen01ptaan lapangan kerja terutama dengan R SR
) Mengembangkan UMKM untuk makm berperan sebaga1 penyedxa |

| barangdan Jasa pada pasar domestlk yang semakm berdaya samg o
dengan produk 1mpor khususnya untuk memenuhx kebutuhan

g : masyarakatbanyak dalamtangka e AR L ST
1) menmgkatkan pcrpaduan antara tenaga kex]a terdndxk dan terampﬂ o

dengan adopsx penerapan teknolog1, ,

” - 2) mengembangkan UMKM melalui- pendekatan klaster dx sektor -
agribisnis dan agromdustn disertai pembenan kemudahan dalam e
pengelolaar usaha, termasuk dengan cara memngkatkan kuahtas -




kelembagaan kopemst sebagax wadah orgamsa51 kepentmgan usaha '
bersama untuk memperoleh efi snensx kolektlf |

o :7.,73) mcngembangkan UMKM untuk makm berpcran dalam proses:: o

‘ mdustnahsasx, perkuatan keterkaltan mdustn percepatan ‘-j |
pengahhan teknologl ],ﬁd pcmngkatan kuahtas SDM o
o mengmtegraSIkan pengembangan “ usaha dalam 7 konteks
o pengembangan reglonal sesuan dengan karaktenstlk pengusaha

 dan potensi usaha unggulan di setnap daerah - | L

e ’;Membangun koperas1 yang dlarahkan dan dlfokuskan pada upaya- : v‘
- upaya untuk o TR R

'-‘f'l) membenahl dan memperkuat tatanan kelembagaan dan orgamsam

- kopera31 di tmgkat makro meso, maupun mtkro guna men01ptakan S

N iklim dan lmgkungan usaha yang kondusnf bagl kemajuan koperasi » :

- serta kepastlan hukum yang menjamm terlmdungmya kopera51 o

dan/atau anggotanyd dan praktek-praktek persamgan usaha yang i“f |
. f txdak sehat - “

2) menmgkatkan pemahaman kepedl.han dan: dukungan pemangku

kepentmgan ﬂstakeholders) kepada koperas1 dan (m) |

memngkatkan kemandman gerakan koperas1

"l R 3 R Makna yang tersxrat dan tersurat dalarr arah kebqakan pemenntah

o "pemngkatan daya saing dan penanggu.langan kemlskman

s Pengembangan Usaha Mikro, Keaﬂ dan Menengah (UMKM) Yanbﬁvf‘;{ '_' G
idltujukan dalam rangka meWUJUdkan kehma arah- kebuakan : tersebut, ’i}'f- o |

- ‘dxmmuskan beberapa strateg1 pengembangan yang mehputx

. ,a. Mcnumbuhkan 1kl|m usaha yan g kondu51f

' idalam pengembangan UMKM tersebut pada mtmya dxtujukan untuk o |
¥ :fmenge_]ar pertumbnhan ekonorm yang tmggl, penyerapan tenaga kerja, St

Penumbuhan 1khm usaha yang kondusnf dltujukan untuk; KA |
b membenkan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan pelaku usaha" "i }. S
f dalam mengembangkan usahanya termasuk akses kepada smnberdaya;{'jf‘f"; L o




_ prouuknf Dalam kaltan 1n1” tldak‘ada pcrbedaan perlakuan antara usaha
,.,:besar dan UMKM semuanya dlpcrlakukan sama secara proporsnonal
i» Pénumbuhan 1kllm usaha kondu51f ml leblh banyak dltu;ukan dalam
;v_asp‘ek regulast dan deregulam Pengaturan yang, memang, dlperlukan o
ivdlwu_]udkan dalam bentuk peraturan pemndang-undangan o

vDemnklan _]uga ka]au ada peraturan yang menghambat akan
:'dlsempufnakan atau barangkah dmadakan/deregula51 :¥»:’"Ada‘ _beberapa
"peraturan pcrundang-undangan yang dlpandang mas1h dlbu uhkan ‘ntu'k
pengembangan UMKM antara lam Undang-undang ztentang UMKM
.'Undaﬂg-ﬁimda.ng L¢mbé’g#.KBUangan Mikro, Undang-undang P¢niaminan
‘ ;Kredxt dan Peraturan yang menyangkut pengembangan Slstem Pelayanan
’.-Perlzman Satu Plntu Sedangkan beberapa peraturan yang dlpandang
’menghambat pcrkembangan Usaha Mlkro Kec1l dan Menengah (UMKM)
.umumnya leblh banyak d1 daerah dalam bentuk Perda setelah otonomx
f_daera.h dlterapkan sepertl Perda Perdagangan Antar Pulau untuk kelapa
'dan kayu yang menghambat berkembangnya Usaha Mlkro Kecﬂ dan
) Menengah (UMKM) Peraturan dacrah senng membebam Usaha Mlkl’O
jKecﬂ dan Menengah (UMKM) sehmgga daya samf,nya menurun

Mcmngkatkan akses pada sumberdaya ﬁnansxal ,

Masalah f nancral merupakan masalah klas:k bag: UMKM Kalau
ada IOOFHpelaku usaha mlkl’O dan kecxl khususnya dntanya masalahnya
baiangka11 70—80 orang dan mereka men_;awab permodalan Padahal kalau
dltelaah secara mendalam masalah utamanya bukanlah permodalan dan
bahkan sermg akav' masalahnya akses pasar Karena pasamya tldak ada,
_maka barang yang dlproduksx _]adt tndak ter_lual Ak:batnya para pelaku
blsms UMKM mx mcrasakan modalnya kurang

Untuk memngkatkan akses pada sumberdaya ﬁnan51al ini

pemenntah bersama dengan Bank Indones1a mendorong plhak perbanka

dgar menyusun rcncana blsmv.ny'l setmp tahun ?ejal\ empat tahun terakh:r




‘  melalui peran BI, perbankan selalu mcnyampaxkan fencana keqa_ |

o | tahunannya untuk pemblayaan UMKM

. trilyun.

perbankan pemermtah juga mendorong pengoptlmalan pemanfaatan laba '
1-3 % BUMN. Di samping itu, pemenntah juga mcngalokasnkan sebaglan B |
~ APBN untuk perkuatan KSP/USP guna memngkatkan kemampuannya | |
| dalam melayam kcbutuhan pendanaan bagi usaha rmkro dan kecsl
~ anggotanya. antara Iam melalul program PERKASSA (Perempuan ;
Keluarga Sehat dan SeJahtera) dan PBKUM (Program Pembiayaan o

Produktlf Koperasn dan Usaha Mnkro)

", c Memngkatkan akf.cs pasar

» Secara umum Usaha Mlkrov Kec:l dan Menengah (UMKM)
o blasanya selalu sanggup memproduk31 berbagal produk ‘Namun, kuahtas -

desain, dan harga sermg kurang cocok dengan selera dan kemampuanf S -

konsumen Masa]ah ini berdampak pada ku.rang lakunya produk Usaha

' internasional.

~ dan manajcmcn untuk mcnmgkatkan kemampuan Usaha Mukro Kecil dan - e

e . Pada tahun 2003 rencana blsms pcrbankan yang dxtujukan bag1 '_j‘ .,
UMKM sebesar Rp. 42, 4 tnlyun dan yang berhasul dlserap oleh UMKM

. hanya sebesar Rp 27 tnlyun atau 63,82%. Karena penyerapannya kecxl‘ . -

" * pada tahun 2003, maka pada tahun 2004 rencana blsms perbankan untuk ,
? -UMKM hanya Rp 38 5 tnlyun dan dari plafond ini temyata reahsasmya o .
5 sebesar 72 03 tnlyun atau 187%. Adapun untuk tahun 2005 rencana bISnlSE%{:‘ f’ o o o
'perbankan unmk UMKM adalah sebemr Rp. 60 4 tnlyun dan tahun 2006 >_ BRI
o v‘sebcsar Rp 681 tnlyun dengan realxsasn Rp 58 02 trllyun Untuk tahun :-:

12007, rencana bisnis perbankan untuk UKM adalah sebesar Rp 87, 6 -

o Dalam rangka pemngkatan akses pada fi nan51al nn selam me!alu: o

'E":'f"v‘Mnkro Kecll dan Menenvah (UMKM) baik dl pasar domestlk danjv'

Untuk mengata51 hal ini, maka perlu ada pelatlhan keterampllan; )

- fMenengah (U'MKM) dalam memproduk51 produk yang berkuahtas dan”i'-‘! R




A sesua1 dengan kebutuhan konsumen Selam pelatlhan temu bisnis dan”.f' .

eksxb1s1 di dalam dan luar negen perlu terus dxgalakkan dalam rangka :

e memperkenalkan produk yang dlhasﬂkan oleh UMKM

Pada sisi lain, pcngcmbangan lcmbaga pcndukun;, pcmasaran

1 produk seperti tradmg house atau rurnah dagang dan pusat-pusat R A

_ 'pemasaran produk UMKM lamnya sepem tradmg board perlu terus :-,_i»- T ST

s i"i‘iﬂ :_dxkembangkan, mula1 dan tmgkat kabupaten/ kota pr0pm51 pusat dan d1 Lt
luarnegen ' ' ' : ‘ -

cod Memngkatkan kewxrausahaandankemampuanUMKM -
P . Jiwa dan semangat kewuausahaan yang d|m111k1 oleh Usaha Mlkl’O o
5 Kec11 dan Menengah (UMKM) Indonesxa secara umum masih rendah T
" Rendahnya kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM)
" dapat dilihat dari kurangnya kreatmtas dan movam serta keberaman dalam =
pengambllankeputusan Sl A A G l’ S
| | ~ Secara umum, Usaha Mlcro Kec1l dan Menengah (UMKM) . '
ﬂ Indonesna bcsar karena ketergantungan dan program pemermtah Hal ini |
. tampak nyata sebelum Indonesia terkena knsxs moneter yang berdampak’ : i
‘pada kns1s multl dlmen31 Ketxka xtu, tampak sekall banyak usaha‘i.';j;?_-’_.:‘.'"
! ' menengah dan besar tidak mampu meneruskan blsmsnya karcna terlllu "1 L
vhutang luar negen baik hutang modal dan bahan baku i 1mp0r ‘ R
I OIeh karena itu, ke depan harus ma.mpu mengembangkan R
L erausaha-vvxrausaha yang tangguh yang berbaSlS Pada Sumberdﬁya 10kal e :
atau  resources based. Untuk pengembangan kemrausahaan *ini, e
E pemermtah sudah dan akan terus mendorong pengembangan mkubator L ’
. bl snis, ’oalk di pergum?m tmggl maupun melalm peran duma usaha besar 3
v Selam 1tu pengcmbangan modal ventura juga akan [Cblh E
o dlgalakkan agar para pengusaha-pengusaha baru ini dapat kemudahan i
S akses permodalan awal melalux modal ventura , RUETN ;




€. Pemberdayaan Usaha Skala MlkIO : L S
| Program 1m dltu_]ukan untuk menmgkatkan pendapatan masyarakat yang .
7Bérgerak dalam keglatan usaha ekonomx dl sektor mformal yang bcrskala}' ‘
‘usaha mlkro terutama yang masah berstatus keluarga miskm dalam rangka‘*""
’memperoleh pendapatan yang tetap, melalu1 upaya penmgkatan kapa51tas
i]saha sehmgga menjadt umt usaha yang leblh mandm berkelanjutan dan
éiap untuk tumbuh .serta bersamg
Program 1n1 akan memfa5111ta31 vpenmgkatan kapasnas‘ usaha' nnkro dan -
keterampxlan pengelolaan usaha serta sekahgus mendomng adanya
kepastlan perlmdungan dan pembmaan usaha“ Program lm memua‘
kéglatan-keglatan pokok antara lam mencakup

li)l;tpenyedlaan kemudahan dan pembmaan daIam memulal : usaha

pungutan mformal )

y pcnyedlaan slqm-sknn pemblayaan altematlf tanpa mendxstorsx pasar
i seperh 51stem bag1 hasﬂ dan dana berguhr smtem tanggung renteng,_
= tau jamlnan tokoh masyarakat setempat sebaga1 penggantl agunan '
:penyelenggaraan dukungan tekms dan pendanaan yang bersumbcr dan

érbagax mstansx pusat daerah, dan ‘bumn yang leblh terkoordinas;
prbfesmnal dan 1nst1tus1onal

| ’serta kermtraan usaha,
V:f‘fa}sﬂltam dan pembenan dukungan untuk ’pembentukan’ wadah
| _"orgamsaSI bersama d1 antara usaha m1kro, termasuk pcdagang kakljf’_

nﬁa balk da!'nn bentuk koperast maupun asostasn usaha Iamnya

o d dalam rangka memngkatkan p05151 tawar dan eﬁs;enm usaha




8), penyedlaan dukungan pengembangan usaha mlkro trad151onal dan'ﬂ'
pera_un melaluz pendekatan pembmaan sentra-sentra produksx/klaster
ﬂdtsertal dukungan penyedlaan mfrastruktur van g makm memada'

9) :penyedlaan dukungan dan kemudahan untuk pengembangan usaha
i ekonom1 produkuf bag1 usaha mlkro/sektor mforma] dalam rangka‘i:
mendukung pengembangan ekonomx pcdesaan terutama dl daerah

ertmggal dan kantong-kantong kemlskmah

'_ Penmgkatan Kuahtas Kelembagaan Kopera51
Program 1n1 bertu_]uan untuk memngkatkan kualitas kelembagaan
dan orgamsa51 kopera51 agar koperasx mampu tumbuh dan berkembang

‘se‘cara sehat sesua1 dengan jatldmnya menjad";wadah kepentmgan”"'

»koperam balk pnmer maupun sekunder akan tertata dan berﬁmg51 dengan’f
:balk mfrastruktur pendukung pengembangan koperasx semakm lengkap
”dan berkuahtas lembaga gerakan kopera51 semakm berfung51 efektlf dan
'mandm serta praktlk berkoperasx yang-. baik j(best practtce) semakm

berk°mbang d1 kalangan masyarakat luas.

Pengémﬁéﬁgan Uéaha ‘Mikro, Kecil dan' Menengah

: : . as usaha mlkro kecll_ dan menengah
vsehmgga tangguh dan mem111k1 daya samg tmggl ke depan tldak boleh
:‘lengah terhadap kecenderungan yang sedang dan akan texjadl di masavv:‘v

adalah globahsas1 demokrat:sasr _danv} dcsentraltsa51/otonomlsa51 sert
jArne:nghmdarl ter]admya knsm pangan 2energl dan dampak resem dum

menj jalar ke perekonorman nasional. Pada sisi lam menyadarx akan posxs




dan kondisi koperasi dan ussha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang -
membutuhkan berbagal dukungan dalam pengembangannya S
| v. ‘_ Demokratlsam dlcmkan oleh kebebasan berf' klr berkata tdan":
bertlndak Pada era demokrahsasx m1 saya menga_)ak semua Jajaran dan
p1hak-p1hak terkaxt mula.l dan tlngkat Pusat Propm51 Kabupaten/Kota
Etermasuk perusahaan besar untuk turut membenkan perhatlan yang le
‘vbesar pada pengembangan kopera31 usaha mlkro keml dan menengah

Intmya sumber kehtdupan dan penghtdupan dan sebahaglan terbesar,

'Dengan Usaha Mlkro Kec11 dan Menengah (UMKM) yang maju maka":
‘inanabat bangsa Juga akan leblh terhormat ke depan e R

: | Negara Indonesna tldak bolch lag1 ketmggalan dan negara-negara'
lain d1 duma bahkan dx A51a Tenggara sekahpun Tantangan yang paImg
besar dalam duma blsms adalah duma tanpa kenal batas (borderless) in
tak ubahnya 1barat a1r mengahr Dlmana lembah kesnulah dia mengahr
Dermklan Juga halnya :‘_aru‘s barang dan Jasa ang teljadl dalam era a
| globallsasn ini. | |
| _Barang dan jasa yang mcmlhkl kuahtas tmggl dan_‘: harga pal_mg E
murah,n 'pastl akan jadl rebutan pembeh Demlklan jug ahran dan

mvestésx dxmana ada tempat 1nvesta51 ’yang:’ menguntungkan 1k11mnya‘{:

»kon}du51f prospeknya menjanjlkan maka ahran dana 1nvesta51 akah‘-

Pasal 1 Undang-Undang Nornor 20 Tahun 2008 yaltu




a UsahaMlkro S o
Adalah usaha produktlf mlhk orang perorangan dan/atau badan T

" usaha perorangan yang memcnuhl kntena Usaha Mlkro sebagalmana

o | dtatur dalam Undang-Undang ini

b UsahaKecll o - e
Adalah usaha ekonoml produktlf yang berdm sendm yang o

i

dllakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan‘v' _ o

P merupakan anak perusahaan atau- bukan cabang perusahaan yang”f:".

* dimiliki, dikuzsai, atau men_]adl baglan balk langsung maupun tldak‘}_"‘ [

el langsung dan usaha menengah atau usaha besar yang mementh

kntena Usaha Kecxl sebagalmana dlmaksud dalam Undang-Undang' -

c. UsahaMenengah : LI A
' A’ : Adalah usaha ekonorm produktlf yang berdm sendm yang' e R

o | dllakukan oleh orang perceorancan atau badan usaha yang bukan',

merupakan ‘anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dlmlllkl

. dlkuasal atau menjadl baglan balk Iangsung maupun tidak ]angsung B

’ dengan Usaha Kecﬂ atau usaha besa: dengan jumlah kekayaan bersih

':,_ atau hasil penjualan tahunan sebagannana dlatur dalam Undang-&
Un dang i v . o ,

4 Knterla Usaha Mlkl‘O Kec1l dan Menengah (UMKM)
. }Perbandmgannya Dengan Negara Lain

Mengenal criteria Usaha Mlkro Kecll dan Menengah (UMKM)'L;L}' ,:

o ': | telah dluralkan dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun::’ »

,,,_:"2008 tentang Usaha Mlkro Kecll dan Menengah yang pa da lntlnya',l"”*-'» IR

: berbunyl sebagai benkut

(l)KntenaUsahaMxkro S e R
| 1) memiliki kekayaan bersxh palmg banyak Rp50 ooo ooo oo] -

(llma puluh juta. rupnah) udak termasuk tanah dan bangunan_‘ L e

: tempat usaha ataus 1:; . »

- “




2) memlllkl hasﬂ pen_]ua]an tahunan wpalmg banyakf‘: :
o Rp300 000 000 00 (tlga ratus Juta ruplah) v
(2) Knterna Usaha :
: zi | mem111k1 kekayaan bers;h leblh dari _Rp50 000. 000 ,00 (lima’

‘Mlkro Kecﬂ dan Menengah (UMKM) _}ug: dapat dlgolongkan'

B. Kajlan terhadap Asas-Asa v Pembentukan v vPeraturan Perundan :
undangan yang terkalt dengan Penyusunan Norma A n

B Asas hukum memang bukan mcrupakan aturan hukum karena dsas

hukum_ tldak dapat dllaksanakan/ dloperaSIkan Iangsung terhadap suatuv




penstlwa dengan menganggapnya sebagal baglan darl aturan umum tetap1

harus dengan penyesuaxan substan51 untuk 1tu dxpe’ ‘lukan 151"‘

}sas-asas hukum umum bag1 penyelen garan : peme ntaha _yang
;patut (algémene begmselen van behoorhjk best Undang-undangr) dtmana}v
rasas‘ ini tumbuh dalam rangka mencan cara-cara untuk melakukan
_pehgawasan atau kontrol yang sesua1 hukum (rechtmatzghezdsconrrole)f;;
”terhadap txndakan—tmdakan pemermtahan terutama yang dapat dllakukani
-volé~h haklm yang bebas Asas—asas tersebut dlrasakan akan bertambah pentmg ¥
_apablla dalam memenuh1 'tuntutan terselenggaranya kesejahteraan%' rakyat
:keleluasaan yang bcsar kepada aparatur pemenntahan
.' Dengan demlklan maka terhadap aspek-aspek kebljakan dan
keputusan—keputusan pemerlntah yang tldak dlbata51 oleh peraturan i
erundang-undangan dapat dl]akukan penguyan oleh ; hakxm (rechterlyke»;
:toetsmg) tanpa perlu hakxm tersebut menguy kebljakan pemermtahan yang”"
’dlberlkan oleh peraturan perundang—undangan 1tu sendm' . ..
| : Méka dapatlah dlmengertt apablla dalam mencan asas-asasv yang'
dapat jdlgunakan untuk membenkan b!mbmgan danb :pédoman idﬁlam
ipeinbentukan peraturan perundang~undangan yang patuf perIu dltelusun
f“asas-asas umum bag1 penyelenggaraan pemermtahan yang patut mengmgat
.pembentukan < peraturan perundang-undangan | adalah bagan “dari
penyelenggarézin pemenntahan Dalam bldang hukum yang menyangkut
-pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems*'
; menyebutkannya dengan slaatshche Re: fssetzun;,) maka pembentukan :
: peraturan 1tu menyang‘<ut |

st peraturan (Inhaltder Regelung)

2 E ~Bentuk dan susunan peraturan (Form der Regelung)




- Ausarbe:tung der Regel ung)

o . Dalam pembemukan peraturan ;-,perundang,-undang,an lndonesw
v-.sebagalmana halnya d1 negara lam terdépat dua asas hukum yang perlu -
'-"dlperhat1kan yaltu asas hukum umum yang khusus membenkan pedoman |
A‘."dan blmbmgan bag1 pembentukan 131 peraturan dan asas hukum Iamnya yang
"‘iﬂmembenkan pedoman dan blmbmgan bag1 penuangan peraturan ke dalamﬁ”

asmg sesua1 dengan bxdangnya .. - |
Ketlka Negara Repubhk Indone51a pada 17 Agustus 1945 rakya
Indonesia‘ teIah mencapal kesepakatan yang bulat bahwa dalam keh:dupan
- bermasyarakat berbangsa dan bernegara Pancasnla telah dltetapkan sebagal
cna,/‘ asas, dan norma tertmggl negara Hal 1tu dapat terhhat dalam Undang-
‘, uridémg 1945 beserta penjelasannya Kesepakatan Rakyat Indonesm untiik
menjadlkan Pancasxla sebagal pandangan hxdup terdapat dalam pokok-pokbk
1k1ran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945 e
"""‘Pendapat para ahl"'f‘-'btentang pembentukan Peraturan Perundang
anganb adalah asas;ass hukum dalam pembentukan peraturan perundang—
undangan yaltu asas-asas yang mengandung mla1-n11a1 hukum
Belanda berkembang melalm hma sumber | |
" V:v:Sumber 1tu 1alah saran—sa.ran dari ‘Raad Var Staate (semacam Dewan
ertlmbéngan Agung d1 Indones1a) bahan—bahan tertuhs tentang pembahasan
~z;mcangan Peramran Perundang-undangan dalam s:dang-s:dang parkemen
: “terbuka putusan—putusan haklm B petunjuk-petunjuk tekmk perundang

:'n'dangan dan hasﬂ~hasﬂ akhlr kom151 pengurangan dan penyederhanaan




Sebagm bahan hukum sekunder lamnya ’berupa kepustakaan d1 bldang .
‘-‘_’tersebut adalah sangat pentmg Dengan menehtl pendapat para pendahulunya
| mengenm asas-asas dxbxdang pembentukan peraturan perundang-undangan
"fpara ahll memandang asas-asas tersebut dapat dlbagl menjadx asas-asas yang
ber51fat fonnal dan asas-asas yang bers1fat matenal Asas-asas formal xalahf'j-}
yang menyangkut tata cara pembentukan dan bentuknya . sedan gkan asas.
matenal 1alah yang menyan gkut 151 atau materl

Montesquxeu dalam L'Espr:t des Lois mengemukakan hal
dapat dljadlkan asas-asas yaltu
o Gaya harus padat »(conczse) dan mudah (sxmple) }kahmat»kahmat bersnfa
t‘.,kebesaran dan - fetonkal ' hanya ‘merupakan  tambahan 3
fﬁmembmgungkan
Istllah yang dlplhh " endaklah sedapat-dapatnya bersxfat mutlak ( an tldak o
elatlf dengan maksud rnenghjlangkan kesempatan yang mmlmv untuk
;"fperbedaan pendapat yang 1nd1v1dua1 e
Hukum hendaknya membatas1 dm pada hal-hal yang il dan aktual.
| »f‘vnlénghmdarkan sesuatu yang metafonk hlpotetlk o
Hukum hendaknya tldak halus (not be subtle) karena hukmn dlbentuk
.,.vvunt‘uk fakyat dengan pengertlan yang sedang, , bahasa hukum bukan
iylatlhan Ioglka mctamkan untuk pemahaman yang sederhana dan ofang
Tatacrats;

likv:keadllan dan hakeka* pennasalahan} : Sebab hukum yang lemah, tldak




perlu, dan tldak ad11 akan membawa selumh srstem perundang-undangan

‘kepada nama Jelek dan menggoyahkan kembawaan negara
;'Dalam mcmandang hukum dan ‘"‘SLdut pembentuk - peraturan
‘pemndang-undangan Lon Fuller mchhat hukum sebaga1 alat untnk mengaiur
,asyarakat berpe'ldapat bahwai”' per peraturan perundang
undangan akan berhasﬂ ‘apabllav . 2 ;
mempemankan persyatatan sebagm benkut o
Hukum harus dxtuangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan
tldak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama Iamnya
Hukum harus dmmumkan dan mereka yang berkepentmgan dengan

aturan-aturan hukum harus dapa ’mengetahm 151 darl aturan-atnran

:Atn;an-amran hukum harus dxperuntukan bag1 perlstlwa-penstlwa yang';‘v;:
'akan datang dan bukan untuk ke_]adlan-kej adlan yang sudah ]alu karena‘
‘penmdang-undangan mengena1 yang lalu selam tldak dapat mengatu

:penlaku juga dapat merusak kembawaan hukum yang mengatur masa

;Aturan hukum tldak boleh sahng beﬂentang n}' sebab apablla itu terjad
orang t1dak tahu lagl akan berpegang pada atufan yang mana
';‘Aturan hukum tldak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak
vdapat d1penuh1 oleh mereka yang bersangkutan
. .-"»Aturan hukum tldak boleh senng berubah, sebab apablla demlklan orang
‘tld‘ak dapat mengllcm aturan mana yang ma51h bcrlaku

: ,‘-‘Penguasa/pemenntah sendm harus Juga mcntaatl aturan-aturan hukum"

‘asas dalam pembentulcan peraturan perundang—undangan sepertl halnya perlu

anya asas-asas dalam penyelenggaraan pemenntahan ang p 'tut sé




{-'asas ' dalam penyelengg,araan peradllan vv yang patut asas-asas -tersebu

vehubungan dengan
1. Prosedur '

Bentuk dan kewenangan

Van der Vlres membagl asas-asas daIarn pcmbentukan peraturan"_
perundang-undangan yang patut (begmselen van beboorlyke regelgevmg) ke)”:j‘:
dalam asas-asas yang fonnal dan yang matenal
| ":Asas-asas yang formal mehputl ‘
sas tUJuan yano jelas (bengeI van dwdelyke a'oelSte n
Asas organ/lembaga yang tepat (begmsel van het ]uzste orgaan)
Asas perlunya pengaturan (her noodzakel _]khelds begmsel)
Asas dapat dllaksanakan (het begmsez van utWoerbdarlzeld
“Asas konsensus (her begmsel van de consen&us)
Asas-asas yang matenal mehputl

Y sas tentang termmologl dan 51stcmat1ka yang benar (het beginsel van -

Asas tujuan yang Jelas mencakup‘n ga hal‘ | yaxtu men genan ketepata 1
etak' peraturan perundang-undangan dalam kerangk "keblj an um




pemermtahan tujuan khusus peraturan perundang-undangan yang akan_}{.
dibentuk dan tu_luan dan baglan-baglan peraturan perundang-undangan_f
yang_akan dlbentuk tersebut. ‘

- Mengenal asas 1m dapat dltenma oleh semua 51stem pemenntahan
termé Suk oleh Slstem Pemenntahan Negara repubhk Indonesxa berdasa
UUD 1945 mengmgat asas 1n1 akan mcngukur sampax berapajauh suatu
pefatliran perundang—undangan deerlukan untuk dlbentuk
Asas‘organllembaga yang tepat o

Jems-_]cms peraturan pe1 .mdang-undangan
Maten muatan peraturan pemndang—undangan ltulah yang menyatu
dengan kewenangan masmg—masmg organ/lembaga yang membentuk”
Jems peraturan perundang-undangan bersangkutan Atau dapat _|uga:fj
: kewenangah“ masing-masmg organ/lembaga " ters

menéntukan ‘materi muatan "pe‘raturan penindang—undangan ‘yang :

Asas perlunya pengaturan

kebl_]aksanaan tentang deregu1a51 Juga sedang berkembang d; nega.fa :

V(Y'ang perlu dlperhankan jalah bahwa deregula51 bukanlah tanpa regulas




dereguleren c bukanlah ontregelen) o Sedangkan mengenazi pnnsrp-:
.ifipenyederhanaan serta kekuatan d1 negara pun hal 1tu dlperlukan. '
.'”""Asas dapat dllaksanakan - s
Mengenan asas 1n1 masyarakat”mehhatnya sebagal usaha untuk -
j‘dapat dltegakkannya peratumn perundang-undangan bersant,kutan Sebab"' f'
tldaklah ada gunanya suatu peraturan perundang-undangan yang tldak:':‘.

Asas m1 mengmgat suatu peraturan penmdang—undangan yangf N
' ndak dapat dltegakkan selaln menggerogotl kevwbawaan/lembaga yang -
._f’membentulmya Juga akan memmbu]kan kekeccwaan pada harapan-

Asas konsensus

"Adapun yang dunaksud dcngan konscnsus ialah adanya_' :

undangan haruslah dlanggap sebagm langkah awal untuk mencap
v tujuan-tujuan yang dzsepakatz bervama oleh pemenntah dan rakyat P
o Asasf ini - dapat dlwujudkan dengan perencanaan pefauuan N
peruﬁd?hgfuﬁdangan ‘yang-baik,if jelas, serta terbuka,gdiketahui rakya
;}_mengenal aklbat-aktbat yang akan dltlrnbulkannya serta latar belakang

Hal 1tu dapat Juga dxlakukan dengan penyebar]uasan rancangan"’_;

g peraturan' perundang-undangan tersebut kepada masyarakat sebelumi{

B 'f"‘pembentukannya Tentu sa_la selam ltu apabxla paraturan perundang-;f

: undangan dlmaksud merupakan Undang-undang, : pembahasannya d1v_f
.‘DPR dapat dllablkan dengan menglkutsertakan masyarakat sebanya
”mungkm melalul lembagav dengar pendapat yang sudah lama dlrmhk'"




_dapun masmg-masmg asas matenal dluralkan sebaga1 benkut
1 Asas tentang termmologl dan s1stemat1ka yang benar

o Pertxmbangan ya.ng dlkemukakan oleh Van der Vhes tentang asas'
ini- lalah agar peraturan perundang-undangan dapat dlmengertl Oleh: i
vrbnasyarakat dan rakyat balk mengena1 , kata-katanya maupun mengenal
struktur atau susunannya |

i jAsas 1m dapat dtgolongkan ke daIam asas-asas tekmk perundang-

‘undangan, mesklpun sebagax suatu asas orang berpendapat seolah-olah}
: sudah harus berlaku dengan semestmya

1aIah apablla suatu peraturan perundang~undangan tldak dxkenah dan’
diketahul oleh sctlap orang, ]ebxh—leblh oleh yang berkepentmgan maka
-} 1a‘vakan kehuangan tu_;uan sebaga: peraturan Ia t1dak rnengembangkan
vasas persamaan dan tldak pula asas kepastlan hukum dan selam 1tu t1daka |
,me‘nghasﬂkan pengaturan yang dlrencanakan PR ' _' e
- ;j‘f Asas 1m terlebxh-leblh apabtla peraturan perundang-undangan
ftersebut membebam masyarakat Vdan raky at‘ _‘dengan berbagal kewapban
:Asas yang menyatakan bahwa setlap»'" v ang d:anggap mengétahul
i’peraturan perundang-undangan perlu dnmbarigl dengan'asas ini.

3"’As>as perlakuan yang sama dalam hukum :

: Dalam mengemukakan asas 1m para ahh menunjuk kepada tldak .

_boleh adanya peraturan perundang-undangan yang thujukan hanya
vkcpada sekelompok orang tertentu, Larena hal 1n1 akan mengaklbatkan
‘adanj‘ra ketxdaksaxhaan dan esewenang-wenangan dl
! ’rhadap anggota-an ggota masyarakat
Asas 1n1 dapat dxtenma, Iebth-leblh karena Pasal 27 ayat (1)'
;‘Undang-vUndang Dasar 1945‘sudah menegaskan bahwa setlap warga
bv";negara 'oersamaan kedudukannya d1 dalam hukum dan pemenntahan dan

,,'wa_ub menjunjung “hukum dan pemenntahan itu dengan tldak ada




- Asas kepastlan hukum

. Asasini mu1a~mula dlben nama lam, yaltu asas harapan yang ada :
dasamya haruslah f‘lpenuhl (Het begmsel dat gereclztvaardzgde o

verwaclztmgen gehonoreerd moeten worden) yang merupakan o

- pengkhususan dan asas mnurn tentang kepastlan hukum

Asas 1m merupakan salah satu send1 asas umum Negara Berdasarv o SRR

Atas Hukum yang dianut oleh Negara repubhk Indonesm, oleh karena 1tu |

 asas ini perlu dxtenma : R
Asas pelaksanaan hukum sesual dengan keadaan 1nd1v1dual

~ Asas m1 bermaksud membenkan penyelesalan yang khusus bag1

‘hal-hal atau kcadaan-keadaan tcrtentu, schmgga dengan demlklan"

;v peraturan perundang-undangan dapat Juga membenkan jalan keluar "

| sclam bagi masa!ah-masalah umum ,juga ba;,t masalah-masalah khusus

" Asas 1n1 membenkan keadaan yang bank bag1 menghadam o

‘masalah dan perxstlwa mdmdual namun asas ini dapat menghllangkan'

asas kepastlan d1 satu pihak dan asas persamaan di lam pihak apabxla

i “ivtldak dllakukan dengan penuh kesmambungan Sebalknya asas 1m :

| dnletakkan pada plhak-plhak yang melaksanakan/ menegakkan peraturan

- perundang-undangan tetapl dengan petunjuk-petunjuk yang Jelas dalam o
peraturan perlmdang-undangan yang bersangkutan itu sendm ’ ', B f :
Sedangkan asas-asas pembentukan hukum menurut Undang—

undang Nomor 12 ‘Tabun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

. menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Pcrundang-undangan"

harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang—»

o | undangan yang balk mehputl

a. 'Kejelasantu]uan

. .A“Adalah bahwa setlap pembentukan peraturan perundang-undanganv

g harus mempunyal tujuan yang Jelas yang hendak dlcapa1 o
" b.lv ‘ Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat i L

Perundang-undangan yang tertuang dalarn I‘asal 5 beserta penjelasannya_ e o



- Adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan- harus
| dlbuat oleh Iembaga/pejabahvv. Pembentuk peraturan perundan -
undangan yang berwenang Peraturan perundang-undangan tersebut
‘dapat dlbatalkan atau batal dem1 “hukum. apablla ‘dibuat oIeh‘
'lembaga/pejabat yang tidak berwenang
Kesesuaxan antara Jems dan matén"‘xnuzitan

Adalah bahwa dalam"pembentukan‘ peraturan perundang-undangan

‘Adalah bahwa setlap Peraturan' Perundang—undangan dlbuat karena:
memang dlbutuhkan dan bermanfaat dalam' mengatup kehldunan?
bennasyarakat, berbangsa dan bernegam : |

:Adalah i bahwa setxap ~ Peraturan .:Perundang-undangan ‘harus

memcnuhx persyaratari ’fekms peﬁyusunan Peraturan Perundahg-,
undangan sxstematlka dan "plhhan kata atau termmolog: scrta bahasa’
hukumnya Jeias dan mudah dxmengem sehmgga tldak memmbulkan
berbagax macam 1nterpreta31 dalam pelaksanaannya :

. Keterbukaan A

| AdaJah Bahwa dalam proses Pembnntukan Peraturan Perundang—l
undangan mula1 dan pcrencanaan persxapan penyusnnan “dan
peﬁlbahasan ber51fat transparan dan tcrbuka s
Dalam Paéal_ ' Undang-Undang Nomor 12:Tahnn 2011 dlgunakan

asas-asa‘s yang dxpakal y




-

Pengayoman

' 'Adalah bahwa set ap materl muatan Pemturan Perundang-undangan L

harus berfungsx ' membenkan perlmdungan dalam_ _rangka

o mencxptakan ketentraman masyarakat

Kemanusman

Adalah bahwa sctlap matcrl muatan Peraturan Perundang-undanganiff* '
L harus mencermmkan perlmdungan dan penghormatan hak-hak asasn:," ‘

| ‘manusm serta harkatdan martabat setlap warga negara dan penduduk"i}'j,.’ -
~ Indonesia secara proporsnonal | B

. ‘-‘Kebangsaan -

Adalah bahwa setxap maten muatan Peraturan Perundang-undangan B |

* harus menccrmmkan sxfat dan watak bangsa Indonesna yang:?,: o
‘plurahstlk (kebhmekaan) dengan tetap menjaga prms:p Ne,g,araff. o
B Kesatuan Repubhk Indonesta~ s -

. ‘Kekell,argaan | Sl i LR Ry -
| Adalah bahwa setxap maten muatan Peraturan Perundang-Undangan ER
E | vharus mencenmrﬂcan musyawarah untuk mencapa1 mufakat dalam
“ ) setxap pengambxlan keputnman : |
e. ‘Kenusantaraan o '  . ERER i
| Adalah bahwa setlap maten muatan peraturan penmdang-undangan"flv
N senantlasa memperhatlkan kepentlngan seluruh w11ayah Indones:a"f‘:_,szi» i

| dan matcn muatan peraturan perunda.xg—undangan yang dxbuat di "’ o
| . daerah merupakan bagxan dari sxstem hukum nastonal yang"f’”?_'f =
j _berdasarkanPancasﬂa I ' o
v_.”_maekaTunggaIlka B I T I I e
e Adalah bahwa maten muatan Peraturan Perundang-undanz,an harus{-,‘:' ;' o ”

- memperhatlka.n keragaman penduduk agama suku dan golongan e

o Kondisi khusus daerah dan budaya khususnya yang menyangkutv"-"vv T

i " mdsalah-masalah sensmf dalam kehldupan bermasyarakat
N berbangsadanbemegara : St _» el T , L

Kead11an




Adalah bahwa maten muatan Peraturan Perundang-undangan harusji.

L Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemenntahan |
'Adalah bahwa maten muatan Peraturan Pemndang—undangan tidak
boleh ben51 hal-hal yang bersxfat membedakan berdasarkan latar*

fi,'belakang antara lam agama suku, ras goIongan gender atau status

Kétenxban dan kcpastlan hukum
Ada]ah bahwa maten muatan Peraturan Perun ang-undangan harus

.Dalam Hukum Pldana, mlsalnya asas legahtas asas uada hukumanf

: 3."tanpa kesalahan ‘asas pembmaan narapldana, dan asas praduga tak

bersalah
Dalé,m Hukum Perdata, mlsalnya dalam hukmn,peljanjlan, antara
am asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan 1t1kad 'balk




C.‘Kajlan Terhadap Praktek Penyelenggaraan, Kondls: Yang Ada Serta
| Permasalahan Yang Dihadapi.
1 Kondnsn Kabupaten Karanganyar

Kabupaten Karanganyar merupakan sa]ah satu kabupaten d1_

Efj | d1 sebelah uta:a Provmsx Jawa Tlmur d1 sebelah timur, Kabupaten
F i Wonogm dan Sukoharjo di sebelah selatan dan Kota Surakarta dan
- Kabupaten Boyolah di sebelah bamt ' ' ' :

v:f:ii;'v-'Ka:anganyar terlctak diantara 110°40" sampa1 110°70" Bu_lur Tlmm' dan

- 7°28" sampai 7°46" Lintang Selatan Ketmgglan rata-rata 511 meter diatas -

- permukaan laut serta beriklim tropis dengan temperatur 22 ¢ sampai 31°.

Gambar22 A
Peta Kabupaten Karanganyar B

41

_wnlayah Provm51 Jawa Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Sragen BEEE

Bila d}hhat dari gans bujur dan gans lmtang, maka Kabupaten SE




Luas wﬂayah Kabupatcn Karanganyar secara keseluruhan s

| : mencapai 77. 378 64 Ha dengan rmman tanah sawah sebesar 22. 562 AS Ha
dan tanah kenng sebesar 54. 816 19 Ha Gambaran selengkapnya dapat o
o »ﬁf‘;fi_‘dxhhat padatabelbenkut ini: ':'f : , L ‘

TabeI 2 2

Luas Wllayah di Kabupaten R

Karan ganyar

1 No |

Kecamatan ' *

 Tanah Sawah

Tanah Kermg :

Jumiéh

| Jatipuro.

. 1.468,24

2.568,26

403650

| Jatiyoso -

129375

542274

671649

.| Jumapolo

 1.896,00

- 367102

- Jumantono

' 1.597,00

3.758,44

| Matesih -~

T 1.292,00

133463

| Tawangmangu -

71924

-6.283,92

‘ Ngar gdﬁsd S

752,00

6.533,94

. Karangpandan'.

U 1.552,00

. 1.859,08

341108 |

olo|[w|la|lus|w]|w

- 1.720,20

258244

4.302,64

4'—.
o |

Tasikmadu .~ | -

oLss |

124162

[y
ol

Jaten

< 1212,12

1.342,69

Pk
N

'Cogoniadu S

52000

1.044,17

P
W

Gondangrejo -

- 1.08598

459397

-y
g

erba'kkraﬁlat o

" 2.258,00

S 138763

bt
W

Mo_;ogedang o

1202681 | -

3.304,09

—_
N

Kexjo

L127,00

3.555,27

~ .
~

Jenawi

524,00

5.084.28'

Jumlah )

- 22.562,45 !

54.816,19

L Sumber BPS Kabuparen Karanganyar Tahun 201 6.

Y R R

Cssero2 |

535544 |
262663 |
7.003,16

275973\
255481
useal |
567995 B
364563 |

53309
468227 |
| seos2s |
. 71.378,64



| _Dan tabel tersebut dapat dlllhat bahwa 5 (llma) kecamatan dengan‘.:;'
i;f'vluas ':w11ayah yang relatlf besar ada d1 Kecamatan Tawangmangu,ff
Kecamatan Jatlyoso Kecamatan Ngargoyoso Kecamatan Gondangrejob
'an Kecamatan J umapolo Secata admmlstranf Kabupaten Karanganyar

erdii dai 17 Kecamatan, yang ??9?kﬁp"fs9baﬁyak 71 @Séfkic'lufaha_n

;usun 2 313 dukuh"' 1 835 RW dan”6 020 RT KlaSIﬁka51 desa/kelurahan
pada tahun 2004, terdm‘\:durl desa swadaya sebanyak 14 desa/kelurahan,
desa swakarya »séban jak 125 deSé/icelurahan dan desa ‘swasembada
sébanyak 38 desa/keluraban

‘ Rata—rata ketmggum wﬂayah-jdl Kabupaten Karanganyar berada
pada keungglan sekltnr s11 m”"'dl atas permukaa.n laut (dpl) leayah
térendah d1 Kabupaten Kurnnganyar d:

»altu sekxtar 80 mcter dan "pcrmukaa lau (m dpl) dan w11ayah tertmgg1
bérada d1 Kecamatan ‘vTa/wvangmangu yang :nencapat ketlngg1 ;n _sekltar
*5,2000 m dpl Ketmggian Kabupaten Karanganyar mem1hk1 surnber mata
alr yang relanf banyak karena letaknya yang berada d1 kak1 Gunung Lawu
dlmana keadaan tanahnya makm ke barat semakm datar dan banyak sumber
alr‘yang berasal dan Gunung Lawu Sementara 1tu Sungal yang melmtasb
di Kabupaten Karanganyar dlkelompokkan ke dalam 6 (enam) Sub Daerah
Aliran $ Sungai (DAS), yaitu Sub DAS Keduwang Hulu, Sub DAS Jlantahv".
Wallkan Sub DAS Samm Sub DAS Mungkung, Sub DAS Kenatan dan"::

: Berdasarkan dokumen Kabupatcn Karan ganyar dalam An gka T ahun

201‘6 ‘Iumlah penduduk d1 Kabupaten Karanganyar "“sampal pada
Tahun 2015 sebanyak 856 198 lea yang terdm dan ) 423 518 jxwa
. penduduk lak1-1ak1 dan 432 680 lea penduduk perempuan




J

o Tabel23
- Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut
- Kecamatan di Kabupatén Karanganyar, 2010, 2014, dan 2015

- B s ¢ e iy A o madTe s

Jumlah ‘Y'Pevhc'l'}uduk (Ribu) '~ Penduduk per -

Laju Pertumbuhan | -

.| No . Iﬁ(ecaniat}an_'
Con 2010~ 2014-

2010 | 2014 | . -
2010 20 20051 o0is 2015

‘Jatipuro . [ 27194 | 27958 | 28013 l -0.152 | 0.084

{Jatiyoso |-34796 | 35759 | 35820 [ 0.161 | 0091

| Jumapoto | 34021 | 35042 | 35107 | 0.149 | 0.079

Jumantono - | 40456 | 41404 | 41473 | 0.151 | 0.081

Matesih | 38490 | 39510 | 39588 | 026 | 0.19

| Tawangmangu | 42379 | 43824 | 44042 | 056 | 049

| Ngargoyoso | JLORS | 31969 { 32078 | 0.401 0332 .

Karangpandan | 37828 | 38894 | 39026 | 04 | 0332

=1 =Y EXT SN RV FN K BN Y

| Keranganyar | 74898 | 78011 | 78830 | 1106 [ 103 |

10 | Tasikmadu | 56169 | 58653 | 59360 | 1265 | 1194

11 |Jaten | 78461 | 81783 | 82659 | 1.126 | 1.057 _

12 | Colomadu | 71441 | 77192 | 79385 | 2942 | 2381

13 | Gondangrejo | 73090 [ 77175 78337 | 164 | 157

‘14 | Kebakkramat 58848 | 61321 | 61883 | 0978 -0.907

15 | Mojogedang | 58201 | 60564 | 61058 | 0.878 | 0.807

16 | Kerjo | 32840 ':":’33696 33769 | 0.281 | 0.21

17 |Jenawi | 24710 | 25571 | 25770 | 0839 | 0.767

o || Karanganyar | 814907 | 848326 | 856198 | 0988 | 0.93

- B o »Sum_ber:KarahganyadelamAngka Tahun 2016

- s




Tabe] 2 4 o '
Jumlah Penduduk dan Rasm Jenis Kelamm Menumt |
Kecamatan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 i j

Rasio Jenis |

Keéématéti Jems Kela.m.m" et e
o - | Laki-Laki | Perempuan | Jumiah Kelamm._ :
Tatipuro 14072 | 13941 | 28013 | 10094
Tatiyoso T17918 | 17902 | 35820 | 100.09
|Jumapolo | 17699 | 17408 | 35107 | 101.67 -
Jumantoro |- 20509 | 20964 | 41473 |  97.83
" [Matesth | 19573 | 20015 | 39588 | 97.79
[Tawangmangu | 21859 | 22183 | 44042 | 0854
7 [Ngargoyoso | 15856 16222 | 32078 | 9774 |
Karangpandan | 19270 | 19756 | 39026 | 9754
Karanganyar | 38846 | 39984 | 78830 |  O7.15
Tasikmadu | 29113 | 30247 | 59360 | . 9625
Taten T 40708 | 41951 | 82659 | 97.04
{Colomadu | 39092 | 40293 | 79385 | 97.00
3 | Gondangrejo | 38876 | 30461 | 78337 | 9852
“[Kebakkramat | 30490 | 31393 | 61883 | 97.12
Mojogedang | 30312 | 30746 | 61058 | 9859
Kejo. | 16685 | 17084 [ 33769 | 9766 |
Tenawi 12640 | 13130 | 25770 | 9627
Karanganyar | -~ 423518 | = 432680 | 856198 '97.88

! Sumber Aaranganyar Dalam Angka Tahun 201 6

s




Dlstnbu51 dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan dl S

Kabupaten Karanganyar 2015 f SRR

A e Kepadatan
_Kecamatan ;.-;Persentase
ST j Penduduk

"'o . o

— - km2
|Jatiyoso | 418 | 533 |
Jumapolo | 41 | 631

I Matesih | 462 | 1507

| Ngargoyoso |~ 375 | 491
. Karangpandan B 456 | 1144 |
| Karanganyar | 921 | 1832 |
| Tasikmadu- | 693 | 2151

olow|lwlalulalw| o]~

[y

N | ==

e

* | Gondangrejo 915 1379

—
N

o
i

Mojogedang - | -~ “7.13 | 1145
AKejo | 394 | 121
Jenawi | 301 | 459

“ Karanganyar | 100 1107

: .wmh(r Ammqmm.n I\umn!n},lm Tahun 2016

—
o |

~]

Penduduk per B S S R S

~ |Jumantono | 484 | 7ma |

| Towangmanga | 514 | 62 |

foaten | 965 | 3235 |
| Colomadu | 927 | s075 . |

Kebakkramat | 723 | 1697 |

Kecamatan dc,m,un pmduduk (Lrbanyak adalah Kecamatan Jatcn’.__ o

| g yaxtu 83 007 ]1wa (9 70 %) Sedang,kan kecamatan dengan Jumlahv_ |

| ':wpenduduk palmg sed1k1t adalah kecamatan Jenawn yaltu 25. 877 _uwai o PR

| (3 ,03). Dart data Jumlah penduduk dan !uas w11ayah aknn dapat diketahui E

| kepadatan penduduk suatu w1layah deng,an satuan jxwa/kmz Luas w11ayahv o



- o .‘ penduduknya menjadl 11 064 _;1wa/km2 SO

- Pertumbuhan Ekonom1

“ekononu terendah yaltu sebesar 0, 36 persen o

.- ‘Kabupaten Karanganyar adalah 77 378 64 km2 sedangk'cm Jumlah:»:j::‘; ‘. vv
'.v'pen du duknya adalah 856 192 lea sehmgga tmgkat kepadatan:v,v

Pertumbuhan ekonoml Kabupaten Karanganyar tahun 2015\';
.};.jmengalaml perlambatan Dan 5 22 persen pada tahun 2014 menjad1 505 : 2
persen pada tahun 2015 Pertumbuhan ekonom1 temnggz dwapax oleh
:sektor Jasa Perusahaan sebesar 8 73 persen Lapangan usaha Pengadaan‘ o

‘Lxstnk dan Gas. adalah lapangan usaha yang_, memxhki pertmnbuhan:'vff:‘ R o

- Laju pertumbuhan tertmggl kedua yaltu lapangan usaha Jasav SN
'» Kesehatan dan Keglatan 5051a1 sebesar 7 43 persen dnkutl lapangan usaha L B

o : Informam dan Komun1ka51 tumbuh sebesar 7,28 persen Jasa Keuanganf; ST T

e dan Asuran31 tumbuh sebesar 5,83 persen Perdagangan Besar dan Eceran; DR

VL Reparas1 Mobﬂ dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,58 persen Ral Estate-,:ﬁ"- 5 B

o tumbuh sebesar 547 Persen Pen}'edlaan Akomoda51 dan Makan Mmurn =

- }tumbuh sebesar 5 22 persen Industn pengolahan yang men_]adl tulang -

b punggung perekonomlan tumbuh sebesar 4, 60 persen KonstrukSI tumbuh ’ o

b"':vpertumbuhandlbawahs persen »,

L | _ﬁ '.1 3 VISI dan MlSl

‘ sebesar 5,15 persen dukutl ]apangan usaha yang lam yang mengalaml ;o

VlSl pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2014-2018 L o

S vadalah Bcrmm'l Memajukan Karang,anyar Dalam rangka mewu_;udkan’_»’v o

o : f 3 1 kemgman dan amanat masyarakat Kabupatcn Karanganyar untuk
L : 3 B | }} kemajuan Karanganyar selama 5 (hma) tahun ke depan yaxtuA D
o '_ v (1) Pembangunan Infrastruktur Menycluruh ’
' : (2) Pencxptaan 10 000 erausahawan Mandm B
PRIkt (3) Pendldlkan Gratls SD/SMP/SMA dan Kesehatan Grat1s"f'}}7;1;77} el
(4) Pembangunan Desa Sebaga1 Pusat Pertumbuhan dan L




(5) Penmgkatan Kuahtas Keagamaan Sosml dan Budaya maka semna

o stakeholder secara bersama-sama harus mempunya1 pemahaman

P Co ’yang sama sehmgga dapat mempunya1 satu kesatuan tekad dan S

‘,';’,""semangat untukmewujudkan/ merea115351kannya R




[

| BAB m

L B EVALUASIDANANALISIS SRR
PERATURAN PERUNDANG-UNDAVGAN YANG BERKAITAN g

DENGANUSAHAMIKRO S -

e i{_‘

S ‘MlkTO mem111k1 keterkaltan dengan berbagal peraturan perundang-undangan '."va _
L Maten muatan yang akan dltuang,kan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan;, 5 - E
’ Daerah (Raperda) mempunyal Iandasan terhadap beberapa peraturan perundang- ST

. :i’;undanganyangleblhtmggl L ,; L

adanya smkromsasx ‘dan harrnomsam dari beberapa peraturan yang relevan'j"»ﬂ e .
. '1;‘ E sehmgga t[dak tcrjadl tumpang tmdlh pcngaturannya Hal ini dapat dxgunakan U

B ‘sebagal bahan pertlmbangan yurxdls

! f Pemberdayaan Usaha Mxkro sebagai benkut

Menyusun Produk Hukum Daerah

Berdasarkan Undang—Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang "

el i:Pemenntahan Daerah Pasal 9 sampa1 dengan Pasal 12 pada dasamya':.'

, ‘pemermtah daerah bcrwcnang menyelenggarakan urusan pemermtahan}-»

o " f"’yang menj jadi kewenangannya

R Berdasarkan urusan Pemermtahan ’ tersebut pemenntah, . :, .} o
kabupaten/kota mempunyal kewenangan terhadap paJak daerah' SRR

s ;-;vaerdasarkan kOIldlSl sosxal ekonoml masyarakat d: daerah Adapun' : o

- ketentuan pasal yang berkaltan deng,an maten muatan antara Iam

1 S L

Pasal 9 yang berbuny1

Rancangan Pcraturan Dacrah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha‘»v.‘ o TR

Penyusunan Rancangan Peratura.n Daerah (Raperda) sudah menggambarkank:‘. : . BRI

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadx dasar/acuanj ' 5
Tdalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang tentang o LT

A Peraturan Perundang—Undangan Yang Berkaltan Dengan Kewenangan; R PSR

1 Undang—Undang Nomor 23 Talmn 2014 tentang Pemermtahan e



ko V) Urusan pemermtahan absolut sebagalmana djmaksud pada ayat o
FH L . (1) adalah Urusan Pemennt[ahan yang sepenuhnya menjadl_

e o i kcwenanganPemenntahPusat

| ( I) Urusan Pemenntahan terdm atas urusan pemermtahan abso]ut,:,. |

v umsan pemermtahan konkuren, dan urusan Pemermta] 5;','5' o

o - (3) Urusan pemcrmtahan konkm['en sebagannana dunaksud pada'::}ﬂ e

Iayat ( l) adalah Urusan Pemermtahan yang dlbagl antara B

o 'Pemenntah Pusat ‘dan Daerah prov1n51 dan Daerah - ST

.‘ ! ‘. » » K - kabupaten/kota

4) Urusan pemenntahan konkurcn yang dtserahkan ke Daerah{»

‘ 1mn]ad1 dasar pelaksanaan Otonoml Daerah. =

,(l) adalah Urlzsnn l’cumrmtahan yanz, mcnjadt kewenangani:f‘”
- ]’resulm sch%m ktpalu Ptll\(‘rmtahan o , v
- b Pasal 10, yang, bcrbunyt ‘ ' o
RN ‘ (l) Urusan pemenntahan absolut °cbagéivmzinavdimaksvgd dal_am‘,v o
. Pasal 9 ayat (2) meliputi S o
a)v pOl‘i:tik lgér ﬁegcri; -
by pertahanar;
9 'kéémanén; : -
) yustisi;
e moneterdan f skal nasxonal dan |

(2) Da]am menyelenggarakan urusan pemenntahan absolut ”
' " - sebagalmana dlmaksud pada ayat ( 1) Pemenntah Pusat
R a) meIaksanakan sendm atau v'f o o

‘. '“' '} b) mehmpahkan wewenang kepada Instansx Vemkal yang ada -

RN o bcrdasarkan asas Dekonsentrasn o
B IR I Pasalll yangberbunyl ' . P
50

SR o v(5v) Urman pmcrmtahan umum Esd)agmmana dlmaksud pada ayatf“"f_ L

~di Daerah atau gubernur sebagax wakﬂ Pemerlntah Pu;at L



(l) Urusan pemermtahan konkuren sebag,zumana di maksud dalam' IS

- Pasal 9 ayat (3) yang menjadl kewenangan Daerah terdm atas:

| , Urusan Pemenntahan Wa_]lb dan Urusan Pemenntahan Plhhan

(2) Urusan’ Pemermtahan Wa_jlb sebagaxmana dlmaksud pada ayat}

(1) terd1r1 atas Urusan Pemenntahan yang berkaltan dengan’ ”

Pelayanan Dasar dan Urusan Pemenntahan yan 8 tldak berkaltan.

“den gan Pelayanan Dasar

(3) Urusan Pemenntahan Wapb yang berkaltan dengan Pelayanan"’ s

~ Dasar sc.b.x;:,'umun'a (Ilmaksud pada ayat (2) ddalah Urusanf RE

Pvmcnmahan Wanb yang, scbag,lan substansmya merupakan o

Pela_/anan Danr B

d Pasal 12 yang berbunyl

(1) Urusan Pcmcrmtahan Wa]lb yang berkaltan dengan Pclayanan

- 3
o vmasyarakat dal'l

ﬂ

S Das\r scbag,mmana dlmuksud dalum Pusul Il uym (”) mcllpllll ‘

e S

by

)
o

' pendldlkan

kesehatan

;pekerjaan umum dan penataan ruang, o

perumahan rakyat dan kawasan permuklman

}ketenteraman ketemban umum ~dan pelmdungan

sosml

Urusan Pemenntahan Wajlb yang tldak berkaltan dengan |

o Pelayanan Dasar sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 I ayat (2)

| :‘mehputl

a) tenaga kex;]a

R b) pemberdayaan perempuan dan pelmdungan anak

”C) pangan, R

: d) pertanahan |
o  ;’; e) hngkungan hldup,

f) administrasi kependudukan dan pencatatan 51p11 ST

o _f 'g) pemberdayaan masyarakat dan Desa




h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i) perhubungan; ’
j) komunikasi dan informatika;
k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
1) penanamah modal;
m) kepemudaanldan olah raga;
n) statistik; |
0) pcrsandian' |
p) kebudayaan v
Q) perpustakaan dan
I kearsnpan.
(3) Urusan Pemerintahan Pilihan scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (1) mehputl
a) kelautan dan perlkanan
b) pariwisata;
c) pertanian;
..... d) kehutanan;
¢) energi dan sumber daya mineral;
) perdagangan; |
g) perindustrian; ‘dan

-h) transmigrasi.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—Undangan. ,

Dlundangkan pada 12 Agustus tahun 2011, Undang-Undang

tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan didasarkan pada

- pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara
hukum, segala aspek kehldupan dalam btdang kemasyarakatan,
kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan

- atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum

- o nasional merupakan hukum‘yang berlaku di Indonesia dengan semua

52



) ”elemennya yang sahng menunlang satu dengan yzmg Iam dalam rangka -

| menganttstpam dan mengatasl permasalahan yang timbul dalam kchldupan' '-

w

S Gl bermasyarakat berbangsa dan bemegara yang berdasarkan Pancas:la dan
) o ',-',';Undang-Undang Dasar Negara Republtk Indonema Tahun 1945, | |
. ,f }l ) Undang-Undang ini merupakan . penyempumaan terhadap:» v
L o kelemahan-kelemahan dalam Undang—Undang Nomor 10 Tahun 2004, o

::yaltu antara lam -

L a Materl dan Undang-Undano Nomor 10 Tahun 2004 banyak yang
memmbulkan kerancuan atau multttafsxr sehmgga tidak memberlkan'
;.”;_»suatu kepastlan hukum o -
- b ~V'Tekmk penuhsan rumusan banyak yang tldak konsnsten
’ Do c Terdapat matcrl baru yang perlu dlatur sesual dengan perkembangan .
o - ;"atau kebutuhan hukum : dalam ‘ Pembcntukan ' Peraturan o
'vPerundangund?nf,an dan o 'v ' _ o
d :Penguralan maten sesual dengan yang dlatur dalam t1ap bab sesuax 'v
e dengan 51stemat1ka ' . |

“ Sebagal penyempumaan terhadap Undang-Undang sebclumnya E
| terdapat maten muatan ba.ru yang dltambahkan dalam Undang-Undang ini, :

yaltu antara Iam

a. Penambahan Ketetapan Majehs Permusyawaratan Rakyat sebaga1 L

. salah satu Jems Peraturan Perundang-undangan dan hlcrarkmya; -

" dltcmpatkan setelah Undang—Undang Dasar Negara Repubhk

:’ _ 'lndonesna Tahun 1945

- b ‘Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang' -

'v.:“dak hanya untuk PfOIegnaS dan Prolegda melamkan Juga'; o e

% - | o '__Pemndang—undangan Ialnnya | =
R L B -,C;l Pengaturan mekamsme pembahasan Rancangan Undang—Undang | v‘

tentang Pencabutan Peraturan Pemenntah Penggantl Undang.Und ang, S

e perencanaan Peraturan Pemenntah Peraturan Prc31den dan Peraturan': S



.

-
b=

R idengan penJelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademlk o

d Pengaturan Naskah Akademlk sebagal suatu persyaratan dalam L P
. pgnyusunan Rancang,an Undang—Undam7 atau Rancanz,an Peraturm }:

= n Daerah Prov1n31 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota |
e Pengaturan ’ mcngenal v kelkutsertaan | Perancang Peraturan“ .

- *,Penmdangundangan penehtl dan tenaga ahh dalam tahapan; R

Pembentukan Peratura.n Perundang-undangan dan o ii ‘

o f Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademlk dalam Lamplran I‘ o

_ ‘Undang-Undang ini, '

Da]am Undang—Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat perubahan SRR Lo

tata urutan Peraturan perundang-undangan yang dlatur dalam Pasal 7v ;.: '

i adalah sebagal bcnkut

o (l)Undang-undangDasar 1945 |

":(2) Ketetapan Majehs Pennusyawaratan Rakyat A AR
(3) Undang—undang/ Peraturan Pemermtah Penggantl Undang-undang
""':(4) Pcraturan Pcmcnntah S ‘ |

o :vA(S) Peraturan Preslden : S

   :(6) !’Lraturan Daerah Provans: ERT

: i_('7) Pu'aturan Dacrah Kﬂbtlpaten/kota L

Selam adanya penambahan Kctetapan MaJCIIS Pennusyawaratan' “

- Rakyat sebagal salah satu Jems Peraturan Perundang—undangan yaltu
: adanya penegasan peraturan daerah prov1n51 dan - peraturan daerah
S kabupaten/kota sebagal suatu hlcrarkl tata turutan Peraturan perundang-‘ N

undangan .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 _]uga menjadx dasar bagx

o g penyusunan peraturan dacrah pr0v1n31 balk mekamsme perencanaan"
o program Ieg1$la51 daerah penyusunan peraturan daerah maupun tekms v
D penyusunan naskah akademlk Pada Pasal 56 Undang-Undang Nomor 12 o
| fvTahun 2012 dltej,askan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provmsr i

B ;dapat berasal dan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah (DPRD) Provmsx o

;atau Gubernur Rancangan Peraturan Daerah Provinsi harus dISCI’tal

wu




e

Maten Tentang Pemberdayaan Usaha Mlkl’o o

LAe

dan Menengah (UMKM)

3‘; bersahabat dan dama1

B Pemturan Perundang-Undangan Yang Berkaltan Dengan Substansn ff;. L

1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mlkro, Kecll ﬂ o :

_ Pembangunan nas:onal bertujuan untuk mewujudkan masyarakat;j - . :; '

‘ - -'.':adll dan makmur yang merata matenal dan spmtual berdasarkanv s '.  :i B
: g Pancasﬂa dan Undang~Undang Dasar Ncgara Repubhk Indonesm Tahun : _ =
PR . 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Repubhk Indonesla yang merdeka L ’
’ : SR bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana penkehldupan bangsa T

.,’.“;‘»"yang aman temb dan dmatms dalam Imgkungan yang merdeka,-'”_-,.}‘» o

Pembangunan nas:onal yang mencakup seluruh aspek kehldupan' > _.. SRR

. ;bangsa dlselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemermtah. i

. : '_: menumbuhkan suasana dan 1khm yang menun_] ang

SRR naswnal

e

K ‘v"ﬁjffMasyarakat menjadl pelaku utama pembangunan, dan pemerlntah‘ S

-.'1’;fb‘berkewajlban mengarahkan memblmbmg, ‘, melmdungl, oS 1"-3 S

e Usaha Mxkro Kec1l dan Mencngah merupakan keglatan usaha e
..,,;,..yang mampu memperluas lapangan kez]a dan membenkan Pelayanan SRt

i ekonoml secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam -

R proses pemerataan dan pemngkatan pendapatan masyarakat mendorongv'i - :

'Pertumbuhan ekonom1 dan berperan dalam mewujudkan stablhtas _':ji:‘ -

, Selam 1tu Usaha M:kro Kecd dan Menengah adalah salah satu
o ;ipllar utama ekonoml nasu)nal yang harus memperoleh kesernpatani‘,,xi}' S
- utama dukungan perlmdlmgan dan pengcmbangan seluas-luasnya" v.%, e
- sebagal wujud keberplhakan yang tegas kcpada kelompok usaha ekonoml‘ | -
o rakyat tanpa mengabaxkan perana.n Usaha Besar dan Badan Usaha Mlhk"‘ : c

) Mesklpun Usaha Mlkro Kecﬂ dan Menengah telah menunjukkanj.:“jf L
. P peranannya dalam perekonomxan nasmnal ‘namun ma51h menghadapl e
berbagal hambatan dan kendala balk yang bers1fat mternal maupun'.v._g

G LT e T s




[[3

kemandman (h) kesexmbangan kemajuan dan (1) kesatuan ekonom1

nasnonal Sedangkan tu_;uannya adalah menumbuhkan dan

2 mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomlan ,'

- " nasional berdasarkan demokra51 ekonoml yang berkeadilan.

Kemudlan tentang tujuan dan pnn51p pemberdayaan kriteria

usaha penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pemblayaan dan

= penjamman kemitraan, koordmasn dan pengendahan pemberdayaan

 usaha mikro kecnl menengah sanksn dan ketentuan pidana dan ketentuan -

~ penutup.
Adapun ketentuan pasal-pasal Undang—Undang Nomor 20 tahun '

2008 yang berkaltan dengan pengaturan Usaha Mlkro Kecﬂ dan

Menengah (UMKM) dapat diuraikan sebagai berikut : '

. l Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

M Pemerintzh dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Ikhm Usaha
dengan menetapkan peraturan penmdang-undangan dan
kebuakan yang meltputl aspek o ’

a. pendanaan;
| ‘sarana dan prasara;_na;. .

informasi 'usaha;A o

a o o

kemitraan;
‘perizinan usaha;

: _kesempatan berusaha

@ o

promosi dagang; dan BT
h. dukungan kelembagaan. o '
~(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktlf

membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagalmana dlmaksud R

pada ayat (1) '
2. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008
(l) Aspek kesempatan berusaha sebagaxmana dlmaksud dalam Pasal‘
7 ayat (1) huruf f dltujukan untuk Co

s



e ’menentukan peruntukan tempat usaha yang mehputli*' C

o Elt.pembenan Ioka51 d1 pasar ruang pertokoan lokaSI sentra}v* o

' T R S .:mdustn loka51 pertaman rakyat loka51 Pertambangaﬂ”»

Tokasi lamnya

o Kecil ch subsektor perdagangan retall

I temurun

e sama dengan Usaha Mlkro Kecﬂ dan Menengah

o Mikro, Kecll dan Menengah

e j, ‘h. membenkan bantuan konsuItasx hukum dan pembelaan

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

o Pemermtah Daerah , AR
3 Pasal 14 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

o o ayat (1) huruf g, dltujukan untuk

- f,‘jv'_rakyat loka31 yang wajar bag1 pedagang kak1 hma serta"?»} "" : S
S b ‘.menetapkan alokaSI waktu berusaha untuk Usaha Mlkro dan SR

c %mencadangkan bidang - dan Jems keglatan usaha yang_;'f}v
' -{’ﬁfmemlhkl kekhususan proses ber51fat padat karya., serta”:ff- Lo

R - mempunyal wansan budaya yang ber51fat khusus dan turun ' - RS

| d menetapkan bldang usaha yang dlcadangkan untuk Usaha : . o
- ',.‘.;:}’,:Mlkro Kec11 dan Menengah serta bldang usaha yang_ |

"'-v.;,::"“',v_terbuka untuk Usaha Besar dengan syarat harus beker_;af A
N e:‘;"melxndungl usaha tertentu yang strategls untuk Usaha' }' o

. v'v',:’fi‘bvmengutamakan penggunaan pl'O duk yang dlhaSl]kan oleh . ", F
e Usaha Ivhkro dan chﬂ melalm pengadaan secara Iangsung,» S

g mempnontaskan pengadaan barang atau Jasa dan’. L

o emborongan kerja Pemcrmtah dan Pemermtah Daerah dan :1 B P "

dllakukan pengawasan dan pengendahan oleh Pemermtah dan }: 'f},v : v

(l) Aspck promosn dagang scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 7 TR

a memngkatkan prom051 produk Usaha Mlkro Kecll danf_f R

Menengah d1 dalam dan d1 luar negen R



| b mernperluas sumber pendanaan untuk promos1 produkf’f‘;i :
T i'v.f- 1 Usaha Mlkro Kecﬂ dan Menengah d1 dalam dan d1 1ua1"_v_. e

. negeri;

."f:’;membenkan msentaf dan tata cara pembenan msennf untuk».;,_ - )
f“vaUsaha Mlkro Kecﬂ dan Menengah yang mampu (T '-vk: o
_.f-f"':menyedlakan pendanaan secara mandm dala.m keglatan- L

f”‘_.'::f“promom produk di dalam dan d1 luar negen dan ' Lo
L memfasﬂlta51 pem:hkan hak atas kekayaan mtelektual atas
R ‘:produk dan desam Usaha Mlkro Kecil, dan Menengah,_"i .‘ . 5 

‘dalam kegIatan usaha dalam negen dan ekspor R

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagatmana dlmaksud pada ayat (I)L{.Z? A :
dtlakukan pengawasan dan pengendahan oleh Pemermtah dan »;? A

. Pemermtah Daerah | " __ : B R

5 4~_ pasal 16 Undang—Undang Nomor 20 tahun 2008

(I) Pemermtah d Pemermtah E Daerah fﬁéihf#sili tas;

pengembangan usaha dalam bxdang

: : a produk31 dan peng,olahan

o b pemasaran
o '} c f‘lsumber daya manu31a dan
| fjfd.f:desaln danteknologl AR S
(2) Duma usaha dan masyarakat berperan serta secara aktlf' o
melakukan pengembangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ”
(3) Ketcntuan Ieblh lanjut rnen;,enal tata cara pengembangan

pnorttas mtensxtas dan _]angka waktu pengembangan dlatur}flt': i

dengan Peratu:an Pemermtah o : :
5 Pasa121 Undang—UndangNOmorZO tahun 2008 RN I
- (1) Pemenntah dan Pemermtah Daerah mcnyedlakan pemblayaanj‘_ o
baglUsahaMlkrodanKecll S
(2) Badan Usaha Ml]lk Negara dapat menyedmkan pemblayaan dan':: S

penymhan baglan laba ta.hunan yang dlalokamkan kepada Usahal‘*_‘“;f: . B e



pcn_;amman hlbah dan pemblayaan Iamnya

lamnya

e menglkat untuk Usaha Mlkro dan Kecil. -

:71 B Kecﬁ

6 Pasal 23 Undang—Undang Nomor 20 tahun 2008
Pemermtah dan Pemermtah Daerah
lembaga keuangan buka:n bank

Jangkauan Iembaga pemamm kredlt dan S

- 4.;

persyaratan untuk memperoleh pemblayaan

| atau kreth sebagalmana dlmaksud pada ayat 6)) dengan cara

e

.:_‘v_mengusahakan sumber pemblayaan laln yang sah serta tldak

" dalam bentuk kemudahan persyaratan penzman kcnnganan tanf . S

L :dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada duma - s

( 2) Dunla Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktlf j

| 'Mikfo dan Kecﬂ dalam bentuk pembenan pm_,amw S
o (3) Usaha Besar nasmnal dan asing dapat menyedlakan pemblayaan S ‘-
yang dxalokamkan kepada Usaha Mlkro dan Kecﬂ dalam bentuk o

pemberlan pmjaman pcnjamman hlbah dan pemblayaan. e R

:(4) Pemermtah Pemenntah Daerah dan Duma Usaha dapat

S membenkan hlbah mengusahakan bantuan luar negen dan

" v‘ff.v(v5)' Pemermtah dan Pemermtah Daerah dapat memberlkan 1nsent1f E
o fsarana dan Prasarana. dan bentuk msenuf lamnya Yang sesuaL B

usaha yang menyedlakan pemblayaan bagt Usaha M1kro dan - f

(1) Untuk menmgkatkan akses Usaha M1kro dan Kecxl terhadap ‘ AR

sumber pemb1ayaan scbagalmana dlmaksud dalam Pasal 22 R o
a menumbuhkan mengembangkan dan memperluas Janngan B -
b menumbuhkan mengembangkan dan , memperluas o

c memberlkan kemudahan dan f33111ta51 dalam memenuhl': i

menmgkatkan akses Usaha Mlkro dan Kecﬂ terhadap plnjaman R




i :f'_v,_f_f S ';‘;}_: a menmgkatkan kemampuan menyusun stud1 : kelayakan S

usaha;

B ;_:jémcnmgkatkan pengetahuan' tentang prosedur pengajuan: )
'H‘kredlt atau plnjaman dan -

| .vv_if”memngkatkan pemahaman dan keterampllan tekms serta"",i'ﬁ

R manajenalusaha Lo Ee
7_. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 -

Pemermtah dan Pemermtah Daerah me]almkan pemberdayaan Usaha s

Menengah dalam bldang pemblayaan dan penjamman dengan _’ ‘
a memfa5111ta51 dan mendorong pemngkatan pemblayaan modalv?;.f‘f: '
.v,fi'i}kerja dan mvestasx melalul perluasan sumber dan polav:_’:ff -
: }. pemblayaan akses terhadap pasar modal dan lembagafi"f:,v"v'v',s"v":':"
'v""'t.:""‘pemblayaan lamnya dan o S

mengembangkan lcmbaga Pen_]amm kred1t dan memngkatkan el

,{fungSl lembaga penjamln ekSpOf L .} . -
o 8 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008

2'(1) Pemcrmtah Pcmermtah Daerah Duma Usaha dan masyarakatf;:‘f

memfasnhtasn mendukung, dan menstnmulam keglatan ’,

"FQv,‘_lemltraan yang salmg membutuhkan o mempercayax,“ iR
memperkuat dan mcnguntungkan 5 S R
i:i'(é)i ‘Kem:traan antar—Usaha Mlkro Kecll dan Menengah dan o REoE
Kemitraan antara Usaha Mlkro Kecﬂ din Menengah dengan = :_‘

o i": Usaha Besar mencakup proses ahh keteramplla.n di- bldang
produk31 dan pengolahan pemasaran pennodalan sumber daya;.:f;
,.'_-,,'?“}manu51a, danteknologl o - L 3
‘ Menterl dan Menten Teknls mengatur pcmbenan 1nsent1f , k
kepada Usaha Besar yang melakukan kemltraan dengan Usaha”’ ‘}." RN
e MkaO Kecﬁ dan Menengah melalm mova51 dan pengembanganli e

produk beronentasx ekspor penyerapan tenaga kel]a

S ’_f’v:_‘_penggunaan teknologl tepat guna dan ramah lmgkungan, senav’if‘f’; s .
"’:‘_f-f’_f“menyelenggarakan pendldlkan dan pelatlhan | e A e Ll



.‘\.

Berdasarkan - uraian paSaI-pasal tersebut diata_s’ dapat dmnnuskan

bahwa keterkaitan kewenangan Pemefintah Daerah- dalam menjmsun

L Peraturan Daerah yang berkaitanx dengan Usaha }Mikro, Kecil dan Menengaﬁ »

- (UMKM) sehingga materi-materi yang akan dituangkan dalam Peraturan -
Daerah tidak bertentangan dengan peraturan ?emndang—undangaﬁ yang Iébih

o tinggioc T L

63



o BAB V.
LANDASAN ' FILOSOETS, 'SOSIOLOGIS DAN YURIDIS RANCANGAN |
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO B

_ A Landasan Filosofis - | |

' Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran
yang dapat diterima secara ﬁlosoﬁs yaltu cita-cita kebenaran, keadllan dan -
kesusilaan. Filsafat atau pandangan hldup suatu bangsa ben51 mla1 ‘moral dan .

etika dari bangsa tersebut. Moral dan etll\a pada dasamya berisi mla1-mla1

: yang baik dan yang tldak baik. Nilai yang balk adalah nilai yang wajib
dijunjung tinggi d:da]amnya ada mIa1 kebenaran keadxlan dan kesusnlaandan -
",berbagal nilai Iamnya yang dlanggap baik. B v h
| | Pengerttan baik, benar, adil dan susﬂa tersebut menurut takaran yang
dlmlllkl bangsa yang bersangkutan Peraturan perundang-undangan yang
"dlbentuk tanpa mempelhatlkan moral bangsa akan sia-sia dtterapkan tldak
 akan dtpatuh: Semua nilai yan;, ada d1bum1 Indonesia hendaknya
_; _- tercermm/bersumber dari Pancasﬂa karena merupakan pandangan hldllp,

v»c1ta-01ta bangsa falsafah atau Jalan kehldupan bangsa (way of life). -
» - Adapun falsafah hldup berbangsa dan bernegara merupakan suatu
. . landasan penyusunan- ‘peraturan perundang-undangan dengan demlklan
_ perundang—undangan yang dlbentuk harus mencermmkan falsafah suatu
'bam,sa Tuluan utama pendman ncz,ara Indones:a adalah terwujudnya
: kesejahtcraan umum bag: seluruh masyarakat Indonesm ‘ ' _
" - Pembangunan nasxonal yang mencakup seluruh aspek kemdupan
bangsa dnselenggarakan bersama oleh’ masyarakat dan pcmermtah

. . Masyarakat menjadl pelaku ‘utama pembangunan “dan pemenntah
vberkewajtban men,g,arahkan memblmbmg,, melindungi, serta menumbuhkan
suasana dan iklim yang menun_]ang Usaha mikro sebagai bagian dan Usaha
' 'Mlkro Kecnl dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang

| mampu memperluas lapangan kelja dan mcmbenkan pelayanan ekonoml

64



(O

o :":j’dan pemngkatan pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonoml k REPTIREIN

: dan berperan dalam mewujudkan stabllltas nasmnal

vvnasmnal yang harus mempero]eh kesempatan utarna, dukungan pcrhndungan V, BRSNS

Besar dan Badan Usaha Mlhk Negara

| j..i'dengan prmsnp sebagal berlkut

- Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk berkarya dengan prakarsagfi T

a;f':send1r1

o berkeadllan

pengembangan usaha berba51s potcnSI daerah dan beronenta51 pasar
;_-“sesual dengan kompeterm Usaha Mlkro Kecﬂ dan Menengah (UMKM)
pemng]\atan daya salng Usaha Mlkro Kecﬂ dan Menengah (UMKM)

'.vv:’v‘;,‘_dan’v“ww L

penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan dan pengendahan secara *' e

terpadu

' B Landasan Sosnologls

» _ Semng dengan prms:p otonom1 daerah yang seluas-luasnya
' """'?vf‘:pemermtah daerah dlberlkan kewenangan untuk mangurus dan mengatur

»'urusan pemenntahan dlluar yang menjadl urusan Pemenntah Pusat

-
-
A

Pemenntah daerah mennhlu kewenangan membuat suatu kebl_]akan daerah
o ._"untuk melaksanakan suatu pembangunan dan membenkan pelayanan kepada

L »;masyarakat

secara Iuas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan‘:}.' ,, .F:ﬁ: {‘f L :

e Selam 1tu usaha mxkro adalah salah satu pllar utama ekononn S

dan pengcmbangan seluas-luasnya sebagal wujud keberpxhakan yang tegas: : e

kepada kelompok usaha ekonoml rakyat tanpa mengabankan peranan Usaha :' Co

Secara f losof s penyusunan Peraturan Daerah ini dlarahkan dalam o

’ wmewujudkan kesejahteraan masyarakat melalm pemberdayaan usaha mlkrov” }- =

Ca ’:}penumbuhan kernandman kebersarnaan dan kemrausahaan Usaha

b f perquudan kebuakan pubhk yang transparan akﬁntabel;‘ dan



Pemngkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat

da]am rangka untuk pemngkatan kese_]ahteraan masyarakat dengan sclalui_;,.~

AT I

memperhatlkan kepentmgan dan asplra51 yang tumbuh dalam masyarakat 1‘ :

- ‘Dalarn menyelenggarakan urusan pemermtahan yang men_]adl kewcnangan*. T

’daerah pemermtah daerah menjalankan otonom1 yang seluas-luasnya untuk"

mengatur dan mengurus umsan-urusan pemenntahan berdasarkan asas"ﬂ.n g

,ekonomI dan tugas pcmbantuan e

Salah satu wujud kewenangan >pemenntah daerah yang harus'{;"
_dllakukan dlantaranya dengan membuat suatu kebljakan daerah yang berupa‘ -

:peraturan daerah khususnya yang mengatur program pengelolaan danvv'"

pembmaan usahamlkro Tl
: S Secara soswlogls pengcmbangan dan pemberdayaan usaha mlkro dxi -

‘Kabupaten Karanganyar dlarahkan pada upaya mewu_]udkan struktur '
";nérekonomlan daerah yang selmbang, _v berkembang dan berkeadllan,fiiv

menumbuhkan dan mengembangkan kemarnpuan usaha mlkro menjadl usahasf, :
'fyang tangguh dan mandm dan’ menmgkatkan peran usaha mlkro dalam-?f S
-pémbangunan daerah pencaptaan lapangan kexja pemerataan pendapatan ‘
:'pertumbuhan ekonom1 dan pengentasan rakyat dari kennskman sehlnggai‘

dengan adanya peraturan daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mnkro dapati'

'mcwu.]udkan tu;uan tcrsebut

Landasan Yundns s , , S :
| » Peraturan perundang-undang,an dl !evel pemermtah kabupaten harus
: mempunyal Iand'lsan hukum atau dasar hukum yang terdapat dalamfff
: ketentuan peraturan pemndang—undangan yang Ieblh tmggl Landasan yundls o
J';_fgl'mcrupal\an landasan hukum yang mehpun pertama mengena1 kewenanganf, ':‘: ‘
'membuat peraturan perundang-undangan yang kedua mengenzu matenzt_:i": e

': f:'; peraturan perundang-undangan yang harus dlbuat

Kewenangan menyusun peraturan daerah dl tlngkat kabupatenv_'gb‘b |
terletak pada Bupau bersama Dewan Perwakxlan Rakyat Daerah (DPRD) e i

"ff;‘,‘Sedangkan maten muatan peraturan daerah adalah seluruh materl muatan :;'J

. ~




dalam penyelenggaraan otonomi dacrah dan tugas pembantuan serta memuat

kondisi khusus daerah dan penjabaran peraturan perundang—undangan yang~

";v"‘leblhtmggl SR » e | v___

Landasan yurxdxs penyusunan rancangan peraturan daerah tentang

. Pemberdayaan dan Perhnduangan Usaha Mlkro dxantaranya
L

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Ncgara Repubhk Indonesxa

" Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -
Daerah Kabupaten dalam ngkungan Propmsn Jawa Tengah (Berlta -

‘Negara RI tanggal 8 Agustus 1950 );

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Republlk Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagalmana telah dmbah : f
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran

' Negara Repubhk Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran o

Negara Republlk Indones:a Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek e

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara chubhk
Indoncsra Tahun 1909 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Repubhk o

- Indonesia Nomor 3818); o .
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlmdungan Konsumen o

(Lembaran Negara chubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan N

~Lembaran Negara Repubhk Indones1a Nomor 3821) , o
. Undang—Undang Nomor 20 'I‘ahun 2008 tentang Usaha Mlkro Usaha
- Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara chublxk Indonesxa Tahun '  |
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa N omorv o

4866);, . | | S .
Undang-Undang Nornor 12. Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

. Pemndang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2011 | |

“ Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indone51a Nomor .
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RIS 5234) e s e e T
i '8 Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mlkrof
: (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2013 Nomor 12 Tambahan ,,: .

Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5394) B
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah‘ :
‘(Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014 Nomor 244 3
,;;"Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587)'

.}:_-"}Sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhxr dengan Undang.Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang::_, |

Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara::' . : - i},
Repubhk Indonesm Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara‘""‘7_;'._’."1}"’ ;
- Rv‘epllbllk IndonesxaNomor 5679 LT N | ’ e
Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan“‘;__  >>.1 : 
. ”v}j-‘f}Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mlkro Kecll dan”-v-. a
f, f:vaenengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesra Tahun 2013 Nomor 40 P

3 {:. Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indoncsxa Nomor 5404)

1 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentangv' -

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar

| (Lembaran Daerah Kabupatcn Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16
Y:,".Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesm Nomor 67) Ly



- - BAB V ' B

' JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI

MUATAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN
- USAHA MIKRO

o A Jangkauan dan Arah Pengaturan |
| Langkah pemberdayaan usaha rmkro yang akan dllaksanakan d1
Kabupaten Karanganyar ‘perlu- dltuangkan daIa.m ketentuan perundang-
o undangan khususnya di dalam produk hukum daerah yang berupa peraturan v
o dacrah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, - =
' mengatur dan untuk mengantxsmasx mengatasx berbaga: permasalahan-'} )
_permasalahan di bldang pemberdayaan - dan perlmdungan usaha mlkro
. sehmgga dapat menghindari kemungkman adanya multltaf31r dan :
' pertcntangan antara stakeholder terkait. ” o

Selain 1tu agar pengelolaan usaha mikro dapat berjalan optimal,

3 efekuf efisien, terprogram secara tefpadu dan berkelanjutan diperlukan S

~adanya pengaturan secara khusus dalam peraturan daerah dengan pnn31p
B tetap mengacu dan mendasarkan peraturan perundan g-undangan ' o
- Adapun Jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah
L tentang pemberdayaan usaha mikro meliputi :
- Identifikasi dan kondxs; UMKM
. Permasalahan UMKM .
. Penyusunan strategl dan pro gram pemberdayaan UMKM;
. Perencanaan, Pelaksanaan, Evalua31danPelaporan, o
v Bentuk-Bentuk Pemberdayaan |
. Pendekatan Kelompok Sentra dan Klaster
Penmptaan Ikllm dan Perlmdungan Usaha —_

0NN R W N e

Pengembangan Usaha ‘ .
' ‘ Pemberdayaan UMKM mendasatkan pada asas kekeluargaan,
o ’}demokrasx ekonoml kebersamaan eﬁswnsx berkeadllan, berkelanjutan



berwawasan Imgkungan kemandman keselmbangan kema_]uan dan._'

' kcsatuan ekonom1 nasional.

. B Ruang ngkup dan Maten Muatan v , y
’ Berdasarkan pemmbangan sebagalmana dlsebutkan dalam landasan

pemlklran maka materl yang perlu dltuangkan dalam Rancangan Peraturan‘ o

- Daerah tentang Pemberdayaan Usaha Mikro mehputx
a. Judul '
b.. Konsxderan i
) Memmbang
) 2 Mengmgat

c. Batang Tubuh yang dlrencanakan mehputl sebagal benkut

BABI

 BABXII

Ketentuan Umum

| V_BAB no Asas, Prmsxp dan Tujuan :
BABIII  Pemberdayaan Usaha Mlkro v
BABIV - Pengembangan Sumber Daya Manusia
BABV  Pembiayaan dan Penjaminan
" BABVI  Produksi dan Produktifitas
- ‘BAB VI Kemitraan dan Jejaring Usaha '
BAB VIII  Perizinan dan Standansasn
o BABIX  Pemasaran L
" BABX  Pembinaan dan Pengawasan
 BABXI  Sanksi Administrasi
B BAB X - Ketentuan Péralihan

Ketentuan Penutup -

.

~ Adapun pcnjelasan mengehai materi yang akan dituanglian dalam

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha Mikro
antara lain: - |
1. Judul
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Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang,

v?.Pemberdayaan Usaha Mikro. ‘
. Konsideran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang

) ) Pemberdayaan Usaha Mikro.

Dalam konsideran memmbang dalam Rancangan Peraturan Dacrah} '

. Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro perlu”
memaparkan sebaga1 benkut '

Ca bahwa usaha mikro memxhkl peran yang penting dalam menc1ptakan ,

ketahanan ekonomi masyarakat di daerah;

~ b. bahwa usaha rmkro merupakan salah satu pelaku pembangunan -

ckonomi yang perlu dxlmdung: dan dlberdayakan melalui upaya®

pengembangan sumber daya manusia, dukungan permodalan, produksi

 dan -produktifi tas; perlmdungan usaha, pengembangan kemltraan

- jaringan usaha dan pemasaran;

" c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang “Nomor 20
. Tahun 2008 tentang Usaha MlkI'O Kecil dan " Menengah, dan
o Lafnpiran Undang-Undang  Nomor 23._ Tahun 2014 tentang

' Pemerintahan ‘Daerah, Pemerintah Daerah berwenang memfasilitasi
~dan memberdayakan mikro; | | | B |

d. bahwa berdasar}'an pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam .
~ huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah o

| " tentang Pemberdayaan Usaha MlkI'O

Dalam ketentuan konsideran mengingat harus memuat hal-hal yang a

berisi alasan yundls peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar -
| penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang .
. Pembcrdayaan dan Perlmdungan Usaha Mikro yang dlsusun Adapun

ketentuan mengmgat yang dl]adtkan acuan dalam penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah ini seharusnya menCakup

' "51. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk Indonesxa "

' Tahun 1945;

ey

oom




-

‘Undang-Undang Nomor 13 Téhim '-11950 tehtang Pembentukah

Daerah - Daerah Kabupaten dalam ngkungan Propinsi Jawa
Tengah 03enta Negara RI tanggal 8 Agustus 1950 % o

Undang—Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
(Lembaran Negara Repubhk Indonesra Tahun 1992 Nomor 31
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 3472)‘
sebagaimana te]al_l diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

1998 tentang Perubahan Atas Undanig-Undang Nomor 7 Tahun 1992

tentang 'Pe'rban'kan (Lembaran Negara \Républik Indonesia Tahun
1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesxa
Nomor 3790) - _ - L .

'Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persamgan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran -
Negara Republik Indones:a Nomor 381 8); ’

Undang—Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlmdungan

»iKonsumen (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999
o Nomor 42 Tambahan Lembaran Ncgara Repubhk Indonesxa Nomor
- 3821); | - B

. Undang-Undang ‘Nomor 20 Tahun 2008‘ tentang Usaha Mikro,v B
 Usaha Kecil dan Usaha Menengah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lemba:an Negara
Republlk IndoneSla Nomor 4866), |

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2011 ‘Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara ‘
Repubhk Indonesna Nomor 5234)

N
N

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan

‘Mlkro (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013 Nomor

12, Tambahan Lembaran Negafa Republik Indonesia Nomor 5394);
S mn



.“‘;.f‘Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahanf‘{--:,f
R Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2014 Nomor; - | '_,f" -
P T ;} 244 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 5587) : :,‘
~ - . i"}sebagmmana telah dlubah beberapa kah terakhxr dengan Undang.. E
Y s .v ﬁ:‘::‘;‘.v:i_ Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas

R ‘:1’:‘,_:::v{‘,vandang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemennt ahan, ‘:::
o Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2015 Nomor *}_; 3;‘

»

w58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 567 9

LT { ' zlﬁ'l f 10 ?Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan
Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, :
L SRS SRS dan Menengah (Lembaran Negara Repubhk Indonesm Tahun 2013

: Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor -
,5404) ERRCRE RN T e

Dalam letum seharusnya memuat pemyataan Penetapan Peraturan " ;

Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mlkro yang‘_f ff

dlbuat dan dltetapkan pejabat yang berwenang

C Rancangan Peraturan Daerah . - §
M Dalam kerangka penyusunan Peraturan Dacrah selam mencakup Juduli
o bdan konsndcran Juga harus mcnguralkan mengenax ketentuan batang tubuh
r:_;Adapun ketentuan batang tubuh secara umum memuat substansx yang:
idttuangkan dan dlrumuskan dalam bab-bab sub bab dan pasal-pasal sub
{baglan dan paragraph Secara umum d1 dalam batang tubuh memuat
"'i:":vmengenat ketentuan umum asas fungsa tujuan maten pokok ketentuan
f peny:dlkan ketentuan pldana, ketentuan penutup Secara umum d1 dalam‘-}'v

g rancangan peraturan daerah ini harus menguralkan hal-hal sebagal benkut .
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: mcnyelenggarakan kegiatan usaha m;kro,_ -

Izm Usaha adalah buktx tertuhs yang dlbenkan oleh pe]abat yangv
berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan o

sebagax buktl legahtas yang mcnyatakan ‘sah bahwa usaha mlkro

'usaha kecﬂ dan usaha menengah telah memenuhx persyaratan dan

dlperbolehkan untuk men}alankan suatu kcglatan usaha tertentu

: Pcngembangan adalah ‘upaya yang dllakukan oleh pemermtah dearah

‘dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mlkro .

K melalui pembenan fasilitas, bimbingan, pendampmgan dan banman}_ |

'perkuatan untuk menumbuhkan dan memngkatkan kemampuan dan
| ‘daya saing usaha mikro. R ”

. Pembxayaan adalah penyedlaan dana oleh pemermtah daerah duma ‘
~ usaha, dan masyarakat melalui bank, kopcram dan Icmbaga keuangan
'bukan bank untuk mengembangkan darx memperkuat permodalan ,
usaha mikro. - , ‘ ) |

. Penjaminan adalah pembenan jamma.n plnjaman usaha mlkro oleh

lembaga pcnjamm kredit sebagm dukungan untuk memperbesar

kesempatan memperoleh pmjaman ~dalam rangka memperkuat
permodalannya ‘ -

Kemltraan adalah ker]asama dalam keterkmtan usaha balk langsung A

n maupun tidak langsung, atas dasar prinsip sahng memerlukan
. mempercaya: memperkuat dan menguntungkan yang mehbatkan ‘
“pelaku usaha mikro, , coe
. -Perlmdungan Usaha adalah upaya yang menjamm adanya kepastlan

- hukum untuk memben pcrlmdungan kepada usaha untuk menghmdan

praktik monopolx dan pemusatan kekuatan ekonoml oleh pelaku"

‘:usaha_ T S

}Pelaku Usaha ada]ah setlap orang per orang atau badan usaha balk
- yang berbentuk ‘badan ~hukum  atau bukan badan hukum yang
, dldmkan dan berkedudukan di daerah atau melakukan keglatan dalam,

-"daerah balk sendm maupun bersama-sama melalui kesepakatan



BT

L)

'3) pengembangan usaha bcrbasns potensx daerah dan beronentasx'

 pasar sesuai dengan kompeten51 usaha mikro;

‘ 4) pemngkatan daya saing usaha mlkro dan
i '5) penyelenggaraan perencanaan pelaksanaan dan pengendahan

 secara terpadu. -

ol

. ‘Tujuaﬁ |

Pemberdayaan usaha mikro di daerah beﬂu_]uan v
1) mewujudkan struktur perekonomlan di daerah yang selmbang,‘

. berkembang, dan berkeadllan

'2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha nnkro

’ menjadi tangguh dan mandm

3) menmgkatkan peran usaha mlkro dalam pembangunan daerah,

pencxptaan ‘: lapangan - kerja, pemerataan | pendapatan E
penanggulangan kemlskman dan pertumbuhan ekonom1 A ‘
4), menmgkatkan part151pasx masyarakat - dan duma usaha untuk

menumbuhkan usaha mlkro

5) menmgkatkan produktmtas daya samg, dan pangsa pasar usaha‘ o

mlkro

6) menumbuh kembangkan Jjiwa ke\wrausahaan - L

7) memngkatkan akses terhadap sumber daya produktlf dan pasar
yang lebih luas

8) meningkatkan pcran usaha mikro sebagal pelaku ekonoml yang

~ tangguh, profes:onal dan mandiri; |

9) mengembangkan produk unggulan daerah berbasis sumber daya

lokal.

| 3 Pemberdayaan Usaha Mikro .

-Materi muatan mengenal ruang lmgkup yang akan dlmuat dalam

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usa.ha
Mikro yaltu ‘ '
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| a. Knterla Usaha Mlkro
‘ Kntcna usaha m1kr0 adalah . ,
. 1) memiliki kekayaan bersih palmg banyak Rp. 50. 000. 000, 00 (hma

puluh juta rupxah) tldak termasuk ‘tanah. dan bangunan tempat

usaha; atau =

"2) memtllkl hasil | pcnjualan ‘ tahunan palmg banyak Rp

- 300.000.000 00 (tiga ratus juta ruplah)

- Pendatan dan Pendaﬁaran

| Pemenntah Daerah melakukan pendataan dan pendaﬁaran Usaha

Mlkro d| daerah sesuai dengan kretena Usaha Mikro. Ketentuan Ieblh

' lanjut mengenal tata cara pendataan dan pendaﬁaran dlatur dengan ’

Peraturan Bupati. -

. Keglatan Pemberdayaari- '

_ 1) Pemerintah daerah‘ dunia  usaha, dan  masyarakat | o

menyeleng garakan pemberdayaan Usaha Mikro.

" 2) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mikro oleh pemenntah -

daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membldangl '

E urusan usaha mlkro

3) Penyelenggaraan pemberdayaan Usaha Mlkro o]eh dunia usaha dan

masyarakat dllaksanakan sesuai dengan peraturan perundang- _

undangan,

4) chlatan pemberdayaan Usaha Mlkro dllakukan melalm

- a) pengcmbangan sumber daya manu51a
'b) pembiayaan dan penjaminan;
c)- produk51 dan produktlﬁtas

" . d) kemitraan dan j jaringan usaha;

e) fas:htasx penzman dan standansa51 dan
=i) pemasaran
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4 Pengembangan Sumber Daya Manusia .

Materl muatan mengenai pengembangan sumber daya manu51a v

ang akan dlmuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang o
Pemberdayaan Usaha Mikro yaitu bahwa Dalam rangka pengembangan_'

sumber daya ‘manusia Pemerintah - Daerah, melakukan fasnhtaSI
pemngkatan sumber daya manusia melalui : | ’
a. Wirausaha S L |
Penmgkatan sumber daya manus:a melalui w1rausaha dllakukan
” l) Membangun budaya dan _|1wa kewirausahaan;
2) Menumbuhkan motivasi dan kreatifi tas usaha; ‘ »
3) Meningkatkan keterampllan tekms dan manajemen w1rausaha
- dam | |
| 4) Menih gkaikan keahl'iar‘l dalam mbengemban gkaﬁ usaha. |
b. Pendidikan dan Pelatihan - .
" Pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan
' pengembangan sumberdaya manusia me!alun lembaga pendidikan dan
~ pelatihan. Lembaga pend:dlkan dan’ pe]at:han menyelenggarakan
- keg:atan»keglatan pend1d1kan dan pelatlhan sesua1 dengan kebutuhan
 Usaha Mlkro o o

c. vKompetensx

~

:' fPen;,embangan sumber daya manusia bertujuan menmgkatkan |
: .l\cmampuan sesuai dengan bldang usahanya dan/atau memiliki.
""’kompctenm dalam bldang usaha tertentu.  Untuk memngkatkan .
A»kemampuan dan kompeten51 dalam bldang usaha tertentu lembaga

o pendldlkan dan pelatlhan menyelenggarakan kegiatan yang berbasis

- kompetensi.
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5. Pembnayaan dan Penjamman |

Materl muatan mengenal pemblayaan dan penjamman yang akan

 dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang

. Pemberdayaan Usaha Mikro yaltu

L a Pemblayaan -;{ o

Pemblayaan usaha mlkro yang dlbenkan oIeh Pemermtah Daerah
' mehputl s '
D) Akses Pemblayaan | -
Pemerintah- Daerah Badan Usaha Milik Negara Badan Usaha:
Milik Daerah dan Usaha Besar Wa_]lb mengalokasxkan pemblayaan: .
" untuk pemberdayaan Usaha Mikro di daerah dengan ketentuan ;'
a) Pemerintah Daerah dalam mengalokasxkan pemblayaan untuk .

s pemberdayaan Usaha Mikro di daerah berasal dan Anggaran’ .
Pendapatan dan Belanja Daerah N

| ) b) »Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah :
o dalam mengaloka51kan pemblayaan ‘untuk pemberdayaan'.
, Usaha Mikro dl daerah berasal dari penylslhan ‘bagian laba -
: tahunan scsual dengan ketentuan peraturan perundang-'

* undangan, | | | _ |
) ©) Usahh ‘Besar 'délam meﬁgalokasikan _pembiayaan untuk-
pemberdayaan Usaha Mikro di daerah berasal dari alokasi{
anggaran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan kepada Usaha |

Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—'
’ 'unda‘n‘gvén ’ 7 2
d). Pemerintah daerah mengkoordmaSIkan pela_ksanaan«f"

: pemblayaan Usaha Mxkro di atas

Dalam rangka memngkatkan sumber pemblayaan Usaha Mlkro _.

_ pemenntah daerah berupaya melakukan kegxatan kegiatan : »
- a) Pengembangan sumber pemblayaan dari kredit perbankan dan
lcmbaga keuangan bukan bank |



b Pengembangan lembaga modal ventura .

T B

»‘ :{' c) 'vPelembagaan terhadap transak51 anjak plutang,

i)
="
e

. o sunpan pmjam konvensmnal dan syarlah

..- €) Penyedlaan dan penyaluran dana bergullr

LIRS

p 1 Pengembangan sumber pCmblayaan lam sesua1 ketentuan

"

LN

|’

e b, : pel’aturan pemndang-undangan

T

' _j»Usaha Mlkro t°rhadap sumber pembxayaan dengan cara: v
'.‘,_"’a)'v Menumbuhkembangkan dan mcmperluas janngan lembaga 5: L
. keuangan bukan bank B L

pen}amm krcdlt

: Pemngkatan kerJasama antara usaha mtkro melalux koperasif o

Pemermtah daerah membenkan akses kemudahan bagl Usahai'ﬁ L

vankro dalam memperoleh pemblayaan secara cepat tepat murah B

. -"jfdan tldak dtsknmmatlf Pemerlntah daerah memngkatkan akses' el

b) ,”Menumbuhkembangkan dan memperluas Jangkauan lembaga' .. ,:_'l R

é)-.}bMembenkan kemudahan dan fa3111ta31 bagl usaha mlkro dalm,f R

ST 'f bank dalam pendampmgan dan ad"°ka~°“ bag‘ usaha mikro..

dnlakukan dengan cara

a) Memngkatkan kemampuan menyusun stud1 kelayakan usaha

RS _v atau pmjaman dan

- 5‘_‘ - CREE mana}empn usaha '

»memenuhl persyaratan untuk memperoleh pemblayaan dn

B 1".u:' '1:’fv_‘j.v‘,iv):f'Menmgkatkan fung51 dan peran konsultan keuangan mltra':.:‘, o

" ) Duma Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktlf o
. menmgkatkan akses Usaha Mlk]'() terhadap pmjaman atau kredlt.'f-v“}-*”-’ RO

b) Memngkatkan pengetahuan tentang prosedur pengajuan kredlt s - g :

/A’f- c) Memngkatkan pemahaman dan keterampllan tekms serta
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b) Fasilitasi }teknologi teﬁét A gt‘ma‘ dilakukan dalam rangka
penmgkatan kualitas produk Usaha Mlk!‘O ’

c) Fasilitasi teknolog1 tepat guna dlbenkan melalui pelatlhan, '
~ pendampingan dan pcmbenan peralatan produksi. )

2) P;man_faatan Bahan Baku.

Dalam' " mengembangkan " ”pfo&uksi usaha mikro ~ dapat

_memanfaatkan bahan baku yang berasal dari sumber daya lokal.
Untuk memngkatkan produk51 usaha mikro pemermtah daerah .
. membenkan kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku.

Kemudahan akses dalam pemanfaatan bahan baku - dllakukan

dengan cara:

B ‘a) Membenkan kemudahan dalam pcngadaan bahan baku, sarana

dan prasarana produksn dan bahan penolong bagi pengolahan :

. produk usaha mikro;

b) Mengoptxmalkan pemanfaatan potcnsx sumber daya daerah_

~ untuk. dapat duadlkan bahan baku bagl pengolahan produk )
3 usaha mxkro ' ,‘ ‘
o)  Mengembangkan kerjasama .antar daerah melalui penyatuan
sumberdaya yang dimiliki beberapa  daerah = dan
memanfaa{kannya" secara optiméi sebagai bahan baku ‘bagi

- pengolahan produk usaha mikro; dan

" d) Mendorong pemanfaatan sumber ba.han baku terbarukan agar

. lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara

mandiri.

3)Pendampmgan o ,
‘Pemermtah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melakukan

pendampingan. bagl_ usaha mlkro untuk memngkatkan

'Tpengembangan'produksii. Pendampingan bagi usaha mikro untuk

menmgkatkan pengembangan produksi

b Pengembangan Produktifi tas
1) Alih Teknologi

®




)

| Uﬁtuk ﬁléningkétkan: produktlﬁtas pelaku' usaha thikro melakukan

| upaya. alih teknologl Ahh teknologl dllakukan melalul keglatan

) magang bagi usaha mikro kepada usaha besar. Keglatan magang

s bagl usaha mlkro dllaksanakan sesua1 ketentuan peraturan‘ .

perundang-undangan. "

2) Pembinaan Usaha .

- Dalam rangka mcmngkatkan kapa51tas dan produktmtas usaha

) :mlkI‘O Pemermtah Daerah melakukan “upaya pemblnaan usaha,.

, Upaya pembmaan usaha yang dllakukan pemenntah daerah berupa

o 'pemlhhan bahan baku dan teknik produk51 ’ |

7 Kemitraan dan charmg Usaha .

- Materi muatan mengenai kemltraan dan Jejanng usaha yang akan dlmuat a

o dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan

Usaha Mikro yaltu

a. Kemltraan ' , .

: »Dalam mengembangkan usaha pelaku usaha mlkro dapat melakukan
kemrtraan dengan pthak lam Kemltraan mehputl bentuk dan pola '
kemltraan o ' ‘
1) Pnn31p Kemitraan : .
" Usaba mikro dapat melakukan kerjasama usaha dengan plhak lam '

: bberdasarkan prinsip kemltraan dan menjunjung etika ‘bisnis yang
- sehat. Prmsnp kemitraan dilaksanakan atas. dasar saling
'mcmbutuhkan saling mempercaya1 sahng memperkuat dan saling
menguntungkan ' - -
Kemitraan usaha mn!\ro dltujukan untuk
ooa) Mewu;udkan kemltraan antara usaha mikro dengan usaha
| besar;
. b) Mencegah teljadmya haI-hal yang merugikan usaha mikro
dalam pelaksanaan transak51 usaha dengan usaha besar;
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c) Mengembangkan kerjasama untuk menmgkatkan p051s1 tawar

 usahamikro; '

d) Mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah pada

’ terjadmya persaingan’ tidak sehat dalam bentuk monop‘oh. :
oligopoli, dan monopsom dan A

' 1 e) Mencegah tergadmya penguasaan pasar dan pemusatan usaha’

- oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang'
meruglkan usaha mikro. ’ .

'}Pemermtah Daerah memfasilitasi usaha mikro- untuk mclakukan '

hubungan kemm'aan dalam berbagai bentuk bidang usaha. Dunia

© usaha _danv masyarakat membenkan kesempatan yang seluas-

| luasnya kepada usa‘ha' mikro untuk melakukan hubungan kemitraan

dalam berbagai bentuk bidang usaha. Bentuk bidang usaha meliputi

" bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber
daya manusia, dan tekno]ogi sesuai dengan pola Kemitraan. Dalam
v mewujudkan kemitraan Pcmenntah Daerah berpetan sebagal

fasnhtator dan stimulator.

Pola Kemlt'ranan

. Kem\traan usaha mxkro dapat dﬂaksanakan dengan pola |

a) mtl-plasma

b) subkontrak
c) waralaba

d) perdagangan umum,;

~-¢) distribusi dan keagenan

f) bagi hasx]
g) kerjasama operasional;
h) usaha patungan (joint venture);

i) penyumberluaran (outsourcing); dan

~j) bentuk kemitraan lainnya.
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Usaha mlkro dalam melakukan pola kemltraan dllarang"’
memutuskan hubungan hukurn secara seplhak Pola kemltraan |

dllaksanakan sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-_

undangan

b JejanngUsaha .

Usaha mikro dapat membentuk Jejanng usaha dalam rangka'
h ‘memperkuat kepentmgan usaha mlkro terhadap pihak lam Jejanng: '
‘usaha meliputi bldang usaha yang mencakup bldang-bldang yang

- dlsepakatl olqh para plhak dan tidak be\nentangan dengan peraturan

* perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Pembéntukail |

jejaring usaha disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

8 Penzman dan Standansasn

Materi muatan mengenal pcnzman dan standansa31 yang akan dlmuat |

dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan .

~

-

Usaha Mlkro yaltu
. Pcnzman

~ Usaha mikro daIam melakukan usahanya harus mem1]1k1 buktl

~ legalitas usaha dalam bentuk tanda buktl pendaﬁaran dan surat 1zm

usaha. Tanda bukti pendaﬂaran dtbenkan kepada usaha mikro yang

belum memiliki legalitas Surat lzm usaha sesuai ketentuan peraturan v

perundang-undangan P T

-

1) Penyederhanaan Tata Cara Penzman

Tata cara perizinan usaha mikro dl]aksanakan oleh. Pemenntah,

| Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan pelayanan perlzman wajib mcnerapkan pnn51p

penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis penzman

‘ Penyederhanaan tata cara pelayanan dan jenis perizinan-

mellputl
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5) Hak dan Kewaj iban Pcmegang Izm Usaha

perundang-undangan

: }} b) kepastlan buaya pelayanan

tahapan proses perizinan; dan

d) kemudahan informasi kepada masyarakat yang berkaltan

dengan penyelcnggaraan peIaya.nan

2) KermganaanayaPenzman ' _' . ,:' . ﬂ SR

mikro. Dalam hal blaya perlzman yang tldak memadx wewenangv'fv

- a) percepatan waktu proses | penyelesaianv pelayanan tidak ¢
B meleb1h1 standar waktu yang telah dltetapkan dalam peraturan .

- c) kejelasan proscdur pelayanan yang dapat dltelusun pada setlap .

o

- Pemerintah Daerah membebaskan blaya penzman kepada usaha K

Daerah ‘Pemerintah Daerah dapat membantu btaya penzman bagi - |

usaha mlkro
3) Informam Izin Usaha

Pejabat yéng berwenang wajib»ményampaikan informasi izin usaha = -

kepada pelaku usaha mikro, yailg ‘meliputi informasi :
a) persyaratan yang harus dlpenuln oleh pemohon
b) tata cara mengajukan permohonan izin usaha dan

c) batas waktu pelayanan perizinan.

tahapan dan perkembangan proscs layanan penzman

4) Pelaksanaan Per'zman
pendelegasian  kewenangan  dari ‘Bupati. Camat dapat
: v"peraturan pemndang-undangan Untuk mendukung pelaksanaan
perizinan usaha mikro dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha

| Dcsa melaporkan pendataan secara penodlk kepada Camat.

- Pejabat yang berwenang ‘'wajib membenkan mfonnasn tentang

_Pclaksana penzman ‘usaha mukro adalah Camat yang mendapatkan :

_'mendelegasikan pelaksémian berizinan usaha mikro kepada Kepala
‘Desa dengan mempertimbangkan 'karakteristik Wiléyah sesuai

- mikro dan kecil oleh Kepala Desa di wﬂayah kerjanya. Kepala -
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Pemegang izin usaha berhak _ _
- -a) memperoleh kepastian "dalam menjalankan usahanya dan"
| b) mendapatkan pelayanan pemberdayaan dan perlmdungan dan
Pemermtah Daerah
Peme;_.,ang izin usaha waj 1b '
" a) menj alankan usahanya sesuai dengan 1zm usaha; -
- b) mematuhx ketentuan yang tercantum dalam izin usaha
c) menyusun pembukuan keg1atan usaha; dan |
- d) menyampaikan laporan perkembangan usahanya‘ s'efuai -
E ) ketentuan peraturan perundang-undangan |
b Standansasx o - - | |
Pemermtah Daerah wa_ub memfasxhtasx usaha mikro untuk
menghasxlkan baxangJJasa yang memenuhi standansa51 sesuai

: ketentuan peratur_an}pe_rundang-undangan._ o

9. Pemasaran o , , , _ ‘
Maten muatan mengena1 pemasaran yang akan dlmuat dalam Rancangan
~ Peraturan Daerah (Rapcrda) tentang Pcmberdayaan Usaha Mlkl'O yaltu
a. Fasmtasx Pemasaran :
Pemermtah Daerah membenkan fasnhtasx pemasaran bagl usaha mlkro
baik di dalam negen maupun luar negen yang mehputl kontak
dagang, pameran produk dan promosi. - v ; '
b. Perlindungan Pasar , | |
| Pemermtah Daerah dan ‘dunia usaha wajib membenkan perhndungan
pasar kepada pelaku usaha mikro. Dengan bcntuk
1) Pencegahan terjadmya penguasaan pasar dan pemusatan usaha
oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang meruglkan
usaha mikro; o _
' 2) Perlindungan atas usaha tertentu yang strategls untuk usaha

- mikro dari upaya monopoh dan persamgan tidak sehat laxnnya
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3) Perlmdungan dan tmdakan dlsknmmasx dalam pembenan
} layanan pemberdayaan untuk usaha mikro; '
‘ ) L 4) Pemberian bantuan  konsultasi -hukum dan pembelaan bagl e

pelaku usaha mikro; dan

5) Perhndungan terhadap hak kekayaan mtelektual R

s
A; c. Infrastruktur Pemasaran -
k Pemeritah Daerah dapat menyedlakan sarana dan prasarana yang '
N mendukung pemasaran produk usaha mikro
’ | 4 Lembaga Pemasaran Produk Unggulan ,
PO o - Pemerintah Daerah bersama’ dunia usaha membentuk lembaga
| pemasarzin “produk ung'gulan} daerah, yang berbentuk Komite
Pemasaran Produk Unggulan Daerah yang terdiri dan unsur
. Pemerintah Dacrah dunia usaha, dan akademisi. |
" "Komite Pemasaran Produk Unggulan Daerah bertugas :
1 Melaksanakan penchtlan dan pengkaj 1an pemasaran;
2) Mcnyebar]uaskan mforma51 pasar N ’
' 3) Meningkatkan kcmampuan manajcmen dan -teknik pemasaran o
. bagi usaha mikro; |
4) Menyedlakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan
 uji coba pasar, lembaga pemasaran penyedlaan rumah dagang,
dan promosi usaha nnkro - B
5) Memberikan dukungan promos1 produk, Janngan pemasaran :
- dandistribusi; dan - _ '
6) Menyedlakan tenaga konsultan profesxonal dalam bldang :
’ pemasaran ' ' " '
a0 10._Pémbinaari dan Pengawasan | | |
f_f o | . Materi muatan incngenai pembinaain dan _pengawasan yang akan diniﬁat
e - dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan

s S Usaha Mlkl‘O yaitu:
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a. Pembmaan dan pengawasan pemberdayaan usaha mrkro drlakukan

oleh

Bupai . i

b. Pembmaan dan pengawasan mehputr

;])

Menyusun menyrapkan menetapkan dan/atau melaksanakan

kebu akan umum di daerah tentang penumbuhan iklim usaha ‘

o pengembangan usaha pemblayaan dani pen_lamman dan

"kemltraan ‘ o SERRY

2

- -} -.’3)

A pemberdayaan di daerah T
- 4)

| ré)

| )

- Menserasnkan percncanaan daerah sebagai dasar penyusunan v
kebrj akan dan stratcgr pemberdayaan yang dljabarkan dalam
program daerah ;

Menyelcsarkan masalah yang tlmbul dalam penyelenggaraan
Menyelenggarakan kebljakan dan program pengembangan
usaha pemblayaan dan penjamman dan kermtraan pada daerah

Mengkoordmasxkan pengembangan kelembagaan dan sumber |

daya manusia usaha mikro di daerah; '

Menj amin persamgan usaha yang sehat bagi usaha mlkro

Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

L

pemberdayaan usaha mikro. ~ . o L .-

Il Sanksl Admnmstrasn

Materi muatan mengenax sanksr admrmstrasr yang “akan dlmuat dalam

Rancangan Peraturan Dacrah (Raperda) tentang Pemberdayaan Usaha ,
Mikro yartu bahwa bentuk sank51 admrmstrasn yang akan dlberlkan dalam

pelanggaran berupa

a. Teguran tertuhs

b

- C.

Pengembahan dana atau gantl rugi; dan

Penghentlan sementara sebaglan atau seluruh kegratan usaha;

“
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A Kesnmpulan C i ,
Dalam Naskah Akadermk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten .
Karanganyar tentang Pemberdayaan Usaha Mikro dapat dxmmuskan B
kesimpulan sebagai berikut, o .
1. Usaha mlkro sebagal pelaku ekonoml mayontas balk pada tmgkatr
.~ nasional, regional maupun‘ lokal memiliki arti pentmg .dan peranj':,, ’
B | - strategis dalam inenciptakan lapangan‘ pekt:;jaan, mehanggulaﬁgi“
| " kemiskinan dan meﬁdordng' pcrtumbuhan nilai ekspor nonéinigaé"" "
2. Pelaku usaha mikro mamh memiliki beberapa kendala baik secara
“ internal maupun ekstemal agar dapat berdaya saing. Adapun kendala
* intemnal dapat berupa keterbatasan modal, kesulitan bahan baku,
| rendahnya kapas:tas produk51 dan kuahtas produk, dan lemahnya akses o
~ pasar.. . '
3. Peraturan Daerah. Kabupaten Karanganyar Pemberdayaan Usaha Mikro

perlu se;,era disusun sebagai- dasar dan landasan dalam’ penyusunan )

strategi dan program penmgkatan kesejahteraan masyarakat di daerah o

serta adanya kepastian hukum bagi, pemerintah daerah, dan masyarakat :
dalam penyelenggaraan usaha mikro sehingga dapat beqalanophmal, :
- efektiﬂ efisien, terprogram secara terpadu dan berkelanjutan. |

o _ B Saran } . v o
) . Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang :

N | - - Pemberdayaan Usaha Mlkro hendaknya memperhatlkan hal-hal sebagal
% ) _ berikut : o .

< ? | _ . . Kabupaten Karanganyar tentang Pcberdayaan Usaha Mlkro harus '»:
1 v ~ berdasarkan peraturan perundang—undang yang lebnh tinggi. '

o1

1. Penyusunan  Naskah Akademik ’Rancangén" ‘Peraturan Daer;lh o |



'Pe‘nyu’siman” Naskah‘ Akademik Rancangan Peraturan Daerah
" Kabupaten Karanganyar tentang Peberdayaan Usaha Mikro harus

berdasarkan kewenangan pemermtah daerah.

. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Pcraturan Daerah

Kabupaten Karanganyar tentang Peberdayaan Usaha Mikro hendaknya
be_rdasarkanv aspirasi  dan kepentmgan masyarakat Kabupaten B

Karanganyar.
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